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Kata Pengantar

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang 
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Presiden serta Peraturan Menteri. Peraturan tersebut 
menjadi angin segar bagi masyarakat desa dalam mendorong 
perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Lahirnya peraturan tersebut, akan menjadi rujukan bagi 
seluruh elemen negara seperti pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, pemerintah desa, pihak swasta maupun masyarakat 
dalam mengelola desa agar lebih baik sehingga menjamin 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih efisien 
dan efektif untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya.

Wajah baru desa yang lebih baik, merupakan keniscayaan 
yang semakin tumbuh, mengingat adanya peningkatan peran, 
posisi dan kewenangan dari para penyelenggaranya.

Harapan serta optimisme kita, dari hari ke hari semakin 
besar, terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu 
semakin tumbuh berkembang, semakin inovatif, seiring dengan 
meningkatnya kewenangan desa dalam mewujudkan desa yang 
mandiri dan otonom.
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iv Reviu RPJMD dan Renstra SKPD

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu bekal penting 
bagi para penyelenggara pemerintahan desa adalah terpenuhinya 
kebutuhan peraturan tentang pembangunan desa serta pengadaan 
barang dan jasa desa yang akan dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugasnya. Untuk alasan itulah buku ini dihadirkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat dan menjadi amal 
ibadah bagi kita semua. Amin.

Hormat kami

Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak. CA 
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MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 114 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri tentang Pedoman Pembangunan 
Desa;

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

SALINAN
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a   2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
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yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Ke-
masya rakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 
istiadat Desa.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan 
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis.

6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, 
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal 
yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang 
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara 
Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama Badan Permusyawaratan Desa.
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a 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa.

10. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan 
kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa 
dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan 
unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan 
pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai 
tujuan pembangunan desa.

11. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan 
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang 
dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan 
kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna 
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan 
sosial.

12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

13. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan 
pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, 
masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang 
menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta 
dinamika masyarakat Desa.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi 
yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, 
sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan 
sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 
permasalahan yang dihadapi desa.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan 
Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
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16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP 
Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun.

17. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa 
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme 
perencanaan pembangunan Daerah.

18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa 
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa 
uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan 
hak dan kewajiban Desa.

19. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan 
hak lainnya yang syah.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut 
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan 
Desa.

21. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.

22. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah 
dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota 
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

23. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa 
dalam memberdayakan masyarakat,
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a 24. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang 
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian 
dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang 
atas prakarsa masyarakat Desa.

25. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah 
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan 
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

26. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan 
Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

(2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan 
seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

(5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat 
didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader 
pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
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(6) Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Pasal 3

Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB II 
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka 
meliputi:
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 

jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran 
dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 
Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

(1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan 
tahapan yang meliputi:
a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.
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ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan 
Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua 
Penyusunan RPJM Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

(1) Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, 
arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan 
yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a. penetapan dan penegasan batas Desa;

b. pendataan Desa;

c. penyusunan tata ruang Desa;

d. penyelenggaraan musyawarah Desa;

e. pengelolaan informasi Desa;

f. penyelenggaraan perencanaan Desa;

g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan 
pemerintahan Desa;

h. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan

j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.REA
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(3) Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur 

dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;

2. jalan pemukiman;

3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan

6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana kesehatan antara lain:

1. air bersih berskala Desa;

2. sanitasi lingkungan;

3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai 
kondisi Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana 
dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;

2. pendidikan anak usia dini;

3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;

4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan

5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan 
lainnya sesuai kondisi Desa.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, 
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 
ekonomi antara lain:

1. pasar Desa;

2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;

3. penguatan permodalan BUM Desa;

4. pembibitan tanaman pangan;

5. penggilingan padi;
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a 6. lumbung Desa;

7. pembukaan lahan pertanian;

8. pengelolaan usaha hutan Desa;

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;

10. kapal penangkap ikan;

11. cold storage (gudang pendingin);

12. tempat pelelangan ikan;

13. tambak garam;

14. kandang ternak;

15. instalasi biogas;

16. mesin pakan ternak;

17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi 
Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;

3. pemeliharaan hutan bakau;

4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai;

6. perlindungan terumbu karang; dan

7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

(5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan 

perdagangan;

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 11

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, 
perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan,

4. kelompok tani,

5. kelompok masyarakat miskin,

6. kelompok nelayan,

7. kelompok pengrajin,

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak,

9. kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 7

(1) Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa 
dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif 
Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota.

(3) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan 
kabupaten/kota;

c. pengkajian keadaan Desa;

d. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui 
musyawarah Desa;

e. penyusunan rancangan RPJM Desa;

f. penyusunan rencana pembangunan Desa melalui 
musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan

g. penetapan RPJM Desa.
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a Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa 

Pasal 8

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; 
dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga 
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat 
Desa, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) 
orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai 
berikut:

a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
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Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Pasal 10

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah 
kebijakan pembangunan kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan 
kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan 
Desa.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau 
mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan 
kabupaten/kota.

(4) Informasi a rah kebijakan pembangunan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 
meliputi:
a. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/

kota;

b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;

c. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;

d. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan

e. rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 11

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
10, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana 
program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota yang 
akan masuk ke Desa.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
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a (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program 
dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan 
Desa.

Paragraf 4 
Pengkajian Keadaan Desa

Pasal 12

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

(2) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi 
objektif Desa.

(3) Pengkajian keadaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
a. penyelarasan data Desa;

b. penggalian gagasan masyarakat; dan

c. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(4) Laporan hasil pengkajian keadaan desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam 
musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan 
pembangunan Desa.

Pasal 13

(1) Penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
12 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pengambilan data dari dokumen data Desa;

b. pembandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini.

(2) Data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi 
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya 
pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada 
di Desa.
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(3) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dituangkan dalam format data Desa.

(4) Format data Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Desa.

(5) Hasil penyelarasan data Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa 
dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.

Pasal 14

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukenali 
potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Desa, 
dan masalah yang dihadapi Desa.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan 
usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Desa, 
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 15

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh 
unsur masyarakat Desa sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/
atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
antara lain:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;
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a e. kelompok tani;

f. kelompok nelayan;

g. kelompok perajin;

h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan pelindungan anak;

j. kelompok masyarakat miskin; dan

k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa melakukan pendampingan 
terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus 
unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, 
dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menggunakan sketsa Desa, kalender musim dan bagan 
kelembagaan Desa sebagai alat kerja untuk menggali 
gagasan masyarakat.

(3) Tim penyusun RPJM Desa dapat menambahkan alat 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka 
meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan 
alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim penyusun 
RPJM Desa dapat menggunakan alat kerja lainnya yang 
sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Desa.

Pasal 17

(1) Tim penyusun RPJM Desa melakukan rekapitulasi usulan 
rencana kegiatan pembangunan Desa berdasarkan usulan 
rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
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(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian 
keadaan Desa.

Pasal 18

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun laporan hasil pengkajian 
keadaan Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan 
dalam berita acara. 

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri 
dokumen:
a. data Desa yang sudah diselaraskan;

b. data rencana program pembangunan kabupaten/kota 
yang akan masuk ke Desa;

c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; 
dan

d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa 
dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 19

(1) Tim penyusun RPJM Desa melaporkan kepada kepala Desa 
hasil pengkajian keadaan Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan 
Permusyawaratan Desa setelah menerima laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan 
rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui 

musyawarah Desa

Pasal 20

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
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a (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala 
Desa.

Pasal 21

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, 
membahas dan menyepakati sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang 
dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan

c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan 
Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan 
Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat

(3) (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara 
terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan 
pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), membahas sebagai berikut:
a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa;

b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 
(enam) tahun;

c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan 
Desa; dan

d. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan 
oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama 
antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak 
ketiga.

Pasal 22

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 21, dituangkan dalam berita acara.
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(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun 
RPJM Desa.

Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Pasal 23

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM 
Desa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.

(3) Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang 
hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri 
dokumen rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan 
oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa.

Pasal 24

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa 
yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

(2) Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan 
arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui 
rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala 
Desa, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa.REA
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a Paragraf 7
Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui 

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 25

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 
dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat 
melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat.

Pasal 26

(1) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25, membahas dan menyepakati 
rancangan RPJM Desa.
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(2) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan 
dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan perubahan RPJM Desa 

Pasal 27

(1) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang 
RPJM Desa.

(3) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang 
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama 
oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

Pasal 28

(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota.

(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan 
peraturan Desa.
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a Bagian ketiga 
Penyusunan RKP Desa 

Paragraf 1
Umum 

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran 
RPJM Desa.

(2) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan 
informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan 
dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota.

(3) RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan 
Juli tahun berjalan.

(4) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat 
akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Pasal 30

(1) Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan 
masyarakat Desa.

(2) Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
a. penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui 

musyawarah Desa;

b. pembentukan tim penyusun RKP Desa;

c. pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan 
program/kegiatan masuk ke Desa

d. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

e. penyusunan rancangan RKP Desa;

f. penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa;
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g. penetapan RKP Desa;

h. perubahan RKP Desa; dan

i. pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 2
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui 

Musyawarah Desa

Pasal 31

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan 
Desa.

(2) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun 
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat bulan 
Juni tahun berjalan.

Pasal 32

(1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
1 melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. mencermati ulang dokumen RPJM Desa;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM 
Desa; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan 
dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau 
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi 
pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa.
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Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 

Pasal 33

(1) Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. kepala Desa selaku pembina;

b. sekretaris Desa selaku ketua;

c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai 
sekretaris; dan

d. anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan 
masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan 
unsur masyarakat.

(3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 
sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mengikutsertakan perempuan.

(5) Pembentukan tim penyusun RKP Desa dilaksanakan paling 
lambat bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan 
kepala Desa.

Pasal 34

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/

kegiatan masuk ke desa;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
c. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan 

Program/Kegiatan Masuk ke Desa
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Pasal 35

(1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten/
kota tentang:
a. pagu indikatif Desa; dan

b. rencana program/kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang 
masuk ke Desa.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterima kepala Desa dari kabupaten/kota paling lambat 
bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 36

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu 
indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang 
meliputi:
a. rencana dana Desa yang bersumber dari APBN;

b. rencana alokasi dana Desa (ADD) yang merupakan bagian 
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

c. rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah kabupaten/kota; dan

d. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan 
belanja daerah kabupaten/kota.

(2) Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana 
program/kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
a. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota;

b. rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh dewan 
perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.

(3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan ke dalam format pagu indikatif Desa.
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a (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang 
masuk ke Desa.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dan ayat (4), tim penyusun RKP Desa menyusun 
rencana pembangunan berskala lokal Desa yang dituangkan 
dalam rancangan RKP Desa.

Pasal 37

(1) Bupati/walikota menerbitkan surat pemberitahuan kepada 
kepala Desa dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian 
informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 35 ayat (1).

(2) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pendampingan 
kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan 
perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan 
penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1).

(3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) untuk memastikan APB Desa ditetapkan 
pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5 
Pencermatan Ulang RPJM Desa

Pasal 38

(1) Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas 
usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 ( 
satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum 
dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam 
menyusun rancangan RKP Desa.
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Paragraf 6 
Penyusunan Rancangan RKP Desa

Pasal 39 

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman kepada:
a. hasil kesepakatan musyawarah Desa;
b. pagu indikatif Desa;
c. pendapatan asli Desa;
d. rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 

dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD 

kabupaten/kota;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Pasal 40

(1) Tim penyusun RKP Desa menyusun daftar usulan pelaksana 
kegiatan Desa sesuai jenis rencana kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang- kurangnya meliputi:
a. ketua;

b. sekretaris;

c. bendahara; dan

d. anggota pelaksana.

(3) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mengikutsertakan perempuan.

Pasal 41

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa;
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a c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;

d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari 
Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota; dan

e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat 
Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli 
di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan 
ke dalam rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat 
Desa, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang 
membidangi pembangunan infrastruktur; dan/atau tenaga 
pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam format rancangan RKP Desa.

Pasal 42

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
41 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Desa 
disusun dan disepakati bersama para kepala desa yang 
melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

Pasal 43

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan 
kegiatan pembangunan Desa dan pembangunan kawasan 
perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
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(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program 
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP 
Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim 
penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 44

(1) Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil 
penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen 
rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP 
Desa.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , 
disampaikan oleh tim penyusun RKP Desa kepada kepala 
Desa.

Pasal 45

(1) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Kepala Desa mengarahkan tim penyusun RKP Desa untuk 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal kepala Desa telah menyetujui rancangan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa 
menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan DesaREA
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a Pasal 46

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, 
Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdiri atas:
a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;

f. perwakilan kelompok nelayan;

g. perwakilan kelompok perajin;

h. perwakilan kelompok perempuan;

i. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; 
dan

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), musyawarah perencanaan pembangunan Desa dapat 
melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi 
sosial budaya masyarakat.

Pasal 47

(1) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
6 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, 
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Desa;
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b. pendapatan asli Desa;

c. swadaya masyarakat Desa;

d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan

e. bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi, 
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 
kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan 

Desa;

b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan 
dasar;

c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan 
lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber 
daya lokal yang tersedia;

d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;

e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 
ekonomi;

f. pendayagunaan sumber daya alam;

g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa;

h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman 
masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat 
Desa; dan

i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga 
kemasyarakatan Desa.

Pasal 48

(1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dituangkan 
dalam berita acara.

(2) Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa 
melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa 
berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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a (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang 
RKP Desa.

(4) Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang 
RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama 
oleh kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk 
ditetapkan menjadi peraturan Desa tentang RKP Desa.

Paragraf 8 
Perubahan RKP Desa

Pasal 49

(1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis 

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang 
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah 
kabupaten/kota.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi 
peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang 

mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa 
yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan 
perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut:
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a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas 
kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/
atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa 
yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar 
atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana 
kegiatan dan RAB; dan

d. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 50

(1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk 
kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP 
Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49.

(2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan 
dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya 
perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
49 ayat (1).

(3) Hasil kesepakatan dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan dengan peraturan Desa tentang RKP Desa 
perubahan.

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Desa 

Pasal 51

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada bupati/
walikota melalui camat.
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a (2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah 
perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten/kota.

(4) Bupati/walikota menginformasikan kepada pemerintah 
Desa tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh 
pemerintah Desa setelah diselenggarakannya musyawarah 
perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun 
anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima 
pemerintah desa paling lambat bulan Juli tahun anggaran 
berikutnya.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

(1) Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa 
yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur 
masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke 
Desa.

(3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola 
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melalui swakelola Desa, kerjasama antar Desa dan/atau 
kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

(4) Kepala Desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 53

(1) Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral 
dan/atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau 
program daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan 
Desa, program sektor dan/atau program daerah di Desa 
dicatat dalam APB Desa.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program 
daerah didelegasikan kepada Desa, maka Desa mempunyai 
kewenangan untuk mengurus.

(4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati 
dalam musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

(5) Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan 
program sektor dan/atau program daerah, kepala Desa dapat 
mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan 
yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan 
dimaksud.

(6) Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) kepada bupati/walikota melalui camat.

Pasal 54

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan program sektor 
dan/atau program daerah yang didelegasikan pelaksanaannya 
kepada Desa.
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a (2) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
perangkat desa dan/atau unsur masyarakat Desa sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua 
Tahapan Persiapan 

Paragraf Kesatu
Umum 

Pasal 55

Tahapan persiapan meliputi:
a. penetapan pelaksana kegiatan;
b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi kegiatan;
d. pembekalan pelaksana kegiatan;
e. penyiapan dokumen administrasi;
f. pengadaan tenaga kerja; dan
g. pengadaan bahan/material.

Paragraf 2 
Penetapan Pelaksana Kegiatan

Pasal 56

(1) Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan 
yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan 
dalam APB Desa.

(2) Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan 
keputusan kepala Desa.

(3) Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah 
domisili keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana kepala 
Desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
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Pasal 57

Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam 
tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Paragraf Ketiga 
Penyusunan Rencana Kerja

Pasal 58

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala 
Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat 
antara lain:
a. uraian kegiatan;

b. biaya;

c. waktu pelaksanaan;

d. lokasi;

e. kelompok sasaran;

f. tenaga kerja; dan

g. daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan 
dengan keputusan kepala Desa;

Paragraf Keempat 
Sosialisasi Kegiatan

Pasal 59

(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB 
Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi 
kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
antara lain melalui:
a. musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;

b. musyawarah dusun;
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a c. musyawarah kelompok;

d. sistem informasi Desa berbasis website;

e. papan informasi desa; dan

f. media lain sesuai kondisi Desa.

Paragraf Kelima
Pembekalan Pelaksana Kegiatan

Pasal 60

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana 
kegiatan di Desa.

(2) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah 
daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan dengan pembimbingan teknis.

(4) Peserta pembimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) antara lain meliputi:
a. kepala Desa;

b. perangkat Desa;

c. Badan Permusyawaratan Desa;

d. pelaksana kegiatan;

e. panitia pengadaan barang dan jasa;

f. kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

g. lembaga pemberdayaan masyarakat.

Pasal 61

(1) Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, antara 
lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;

b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.
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(2) Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis 
administrasi pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan 
dokumen pertanggungjawaban keuangan.

(3) Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain 
teknis administrasi kesekretariatan, pendataan, penetapan 
dan penegasan batas desa.

(4) Kegiatan pembekalan pembangunan desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan 
teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya lo 
kal, mekanisme pengadaan barang dan jasa , penyusunan 
laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi 
Desa.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh bupati/
walikota dalam peraturan bupati/walikota.

Paragraf Keenam
Penyiapan Dokumen Administrasi Kegiatan 

Pasal 62

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi 
kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan 
kepala Desa.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), sekurang- kurangnya meliputi:
a. dokumen RKP Desa beserta lampiran;

b. dokumen APB Desa;

c. dokumen administrasi keuangan;

d. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan 
dilakukan;

e. daftar masyarakat penerima manfaat;
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a f. pernyataan kesanggupan pelaksana kegiatan menyelesaikan 
pekerjaan;

g. penyiapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari 
warga masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang 
menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan pembangunan 
Desa;

h. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat 
dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak 
kegiatan pembangunan Desa;

i. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari 
warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi 
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena 
dampak kegiatan pembangunan Desa;

j. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan 
pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan 
pembangunan Desa; dan

k. laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial 
dan lingkungan.

Paragraf 7
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material 

Pasal 63

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan 
pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang 
ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong 
masyarakat.

Pasal 64

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya manusia 
yang ada di Desa sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;
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d. pembagian jadwal kerja; dan

e. pembayaran upah dan/atau honor.

(2) Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah 
dan/atau honor yang tercantum di dalam RKP Desa yang 
ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 65

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumberdaya alam yang 
ada di Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;

b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; 
dan

c. menentukan cara pengadaan material/bahan.

(2) Besaran harga material/bahan seba gaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum 
di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 66

(1) Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong 
royong masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:
a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat, 

sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari 
unsur masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak 
ketiga yang berbentuk barang;

c. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak 
ketiga;

d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 
sesuai dengan rencana yang tercantum di dalam RKP Desa 
yang ditetapkan dalam APB Desa.
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(1) Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong 
royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, 
sekurang-kurangnya mengadministrasikan dokumen:
a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat 

Desa dan/atau pihak ketiga kepada Desa atas lahan/
tanah yang menjadi aset Desa sebagai dampak kegiatan 
pembangunan Desa dan diikuti dengan proses pembuatan 
akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa 
dan/atau pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi 
atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena 
dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), huruf a dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 68

(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa 
merugikan hak- hak rumah tangga miskin atas aset lahan/
tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena 
dampak kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui 

jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau 
tanaman.

(3) Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan 
hak-hak rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.

(4) Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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Pasal 69

(1) Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya 
manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa serta 
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 3 melalui mekanisme 
pembangunan Desa secara swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, 
diselenggarakan pengadaan barang dan/atau jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati/
walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Paragraf 1 
Umum

Pasal 70

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan 
yang sekurang- kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;
b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka 

pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.REA
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Rapat Kerja Pelaksana Kegiatan 

Pasal 71

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana 
kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan 
pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 
laporan pelaksana kegiatan kepada kepala Desa.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan 
sekurang - kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan 
pencairan dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan 
Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 72

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, 
membahas antara lain:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

c. masalah, kendala dan hambatan;

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

(2) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan 
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai 
dengan kondisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang 
ada di Desa.

Paragraf 3
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa 

Pasal 73

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan 
dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.
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(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat 
dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur 
sesuai dengan dokumen RKP Desa.

(3) Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), kepala Desa mengutamakan pemanfaatan 
tenaga ahli yang berasal dari masyarakat Desa.

(4) Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), kepala Desa meminta bantuan kepada bupati/
walikota melalui camat perihal kebutuhan tenaga ahli di 
bidang pembangunan infrastruktur yang dapat berasal satuan 
kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi 
pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 74

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, 
dilakukan dengan cara memeriksa dan menilai sebagian 
dan/atau seluruh hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan 
infrastruktur Desa.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahap meliputi:
a. tahap pertama : penilaian dan pemeriksaan terhadap 

40% (empat puluh per seratus) dari keseluruhan target 
kegiatan;

b. tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% 
(delapan puluh per seratus) dari keseluruhan target 
kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% 
(seratus per seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada kepala Desa perihal hasil 
pemeriksaan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimak sud pada 
ayat (3) menjadi bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan 
oleh kepala Desa.
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a Paragraf 4 
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 75

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan 
tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan 
pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa dalam 
pembangunan desa dalam hal terjadi:
a. kenaikan harga yang tidak wajar;

b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, 
banjir dan/atau kerusuhan sosial.

(2) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 76

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan di desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 75.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan 

dalam APB Desa dilakukan melalui:

1. swadaya masyarakat,

2. bantuan pihak ketiga, dan/atau

3. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah 
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provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam 
APB Desa; dan

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan 
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

(3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan 
d alam hal pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 77

(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan 
menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76.

(2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran 
biaya dalam hal terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan 
di bidang pembangunan infrastruktur Desa.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi 
dasar bagi kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan 
kegiatan.

(5) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Paragraf 5
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah 

Pasal 78

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan 
masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan 
kegiatan pembangunan Desa.

(2) Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian 
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi kegiatan:
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a a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan 
masyarakat;

c. penetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian 
masalah.

(3) Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai 
berikut:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana 
kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan 
penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan 
masalah; dan

e. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian 
masalah.

(4) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan 
lokal dan pengarusutamaan perdamaian melalui musyawarah 
desa.

(5) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil 
kesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah 
desa.

Paragraf 6
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Pasal 79

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa.
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(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran 
dana kegiatan.

(3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan 
dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan.

Pasal 80

(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, dituangkan 
dalam format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan 
Desa.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri 
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa 
yang sekurang-kurangnya meliputi:
a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% 
dan 100% yang diambil dari sudut pengambilan yang 
sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/
atau melakukan kegiatan secara beramai-ramai;

d. foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara 
langsung kepada tenaga kerja kegiatan pembangunan 
Desa; dan

f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur 
Desa.

(3) Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan 
Desa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1).REA
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Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan 

Pembangunan Desa 

Pasal 81

(1) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah 
Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan 
bulan Desember tahun anggaran berikutnya.

(3) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan 

kepada kepala Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk 
diterima kepala Desa dengan disaksikan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.

(4) Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan 
Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa 
berdasarkan laporan akhir pelaksana kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).

Pasal 82

(1) Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
81 ayat (4).

(2) Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan dengan memberikan masukan kepada 
kepala Desa.

(3) Badan Permusyawaratan Desa, kepala Desa, pelaksana 
kegiatan dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati 
tanggapan dan masukan masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2).
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(4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara.

(5) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk 
melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita 
acara hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 8
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan 

Pembangunan Desa 

Pasal 83

(1) Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa 
dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga 
hasil kegiatan pembangunan Desa.

(2) Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang 

perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok 
pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan 
Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

(3) Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Desa.

(4) Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan 
hasil kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2).

(5) Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.REA
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a BAB III
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 

PEMBANGUNAN DESA

Pasal 84

(1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah 
kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya 
pemberdayaan masyarakat Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan melalui pengawasan dan pemantauan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan 
Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat 
Desa.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap 
pelaksanaan Pembangunan Desa.

(4) Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar 
pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan 
pembangunan Desa.

Pasal 85

(1) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa 
dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa 
dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

(2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan 
RPJM Desa dan RKP Desa.

(3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: 
pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, REA
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pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, 
pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas 
hasil kegiatan pembangunan Desa.

(4) Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dituangkan dalam format hasil pemantauan 
pembangunan Desa.

Pasal 86

(1) Bupati/walikota melakukan pemantauan dan pengawasan 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan 
cara:
a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik 
terhadap laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan 
pembangunan Desa; dan

d. memberikan pembimbingan teknis kepada pemerintah 
Desa.

(2) Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian 
pemerintah Desa, bupati/walikota melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah desa dalam hal 
mempercepat perencanaan pembangunan desa untuk 
memastikan APB Desa ditetapkan 31 Desember tahun 
berjalan; dan

c. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal 
mempercepat pelaksanaan pembangunan Desa untuk 
memastikan penyerapan APB Desa sesuai peraturan 
perundang-undangan.REA
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a Pasal 87

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam 
Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

(1) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, 
RKP Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap 
dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini berlaku, 
RPJM Desa yang sudah ada dan sedang berjalan tetap 
dilaksanakan sampai dengan tahun 2015, dan untuk 
selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri ini.

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta 
petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa lebih 
lanjut diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Pembangunan Desa dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 55

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

Pasal 91

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
yASONNA H. LAOLy

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 2014 NOMOR 2094.

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM,

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

INDEKS DESA MEMBANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka pencapaian sasaran 
pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa 
Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa 
Mandiri sebagaimana tertuang dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 
– 2019, maka diperlukan ketersediaan data 
dasar pembangunan Desa serta penetapan 
status kemajuan dan kemandirian Desa;

SALINAN
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a   b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Indeks 
Desa Membangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5717);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);

  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Nrgara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 59

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembang-
kan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
mening katkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya 
melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan 
pendampingan yang sesuai.

4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 
ke giat an utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

5. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan 
pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya 
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a mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui 
pendekatan pembangunan partisipatif.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

7. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang 
terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
serta data yang terkait dengan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran 
strategis  pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 
– 2019.

8. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang 
dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan 
Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

9. Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Non Departemen 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Presiden dan bertugas menyelenggarakan statistik dasar, 
melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan 
dan membina statistik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

10. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya 
sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang 
dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa.

11. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada 
adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan 
ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
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12. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada 
adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup 
manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

13. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya 
adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki 
potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi 
belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia 
dan menanggulangi kemiskinan.

14. Desa Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya 
adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya 
dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, 
kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya.

15. Desa Sangat Tertinggal, atau bisa disebut sebagai Desa 
Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah 
Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana 
alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga 
tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, 
ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam 
berbagai bentuknya.

16. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar 
penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, 
bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.

17. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi.

18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.REA
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a BAB II 
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya 
Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal 
dan peningkatan Desa Mandiri.

(2) Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah:
a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; 

dan

b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan 
Desa.

(3) Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini 
meliputi:
a. komponen Indeks Desa Membangun;

b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan

c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

BAB III
KOMPONEN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian Kesatu 
Komponen Indeks Desa Membangun

Pasal 3

(1) Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang 
terdiri dari:
a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE); dan

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

(2) Indeks Ketahanan Sosial yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari dimensi:
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a. modal sosial;

b. kesehatan;

c. pendidikan; dan

d. permukiman.

(3) Indeks Ketahanan Ekonomi yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf b memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekonomi.

(4) Indeks Ketahanan Ekologi yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf c memiliki satu dimensi, yakni Dimensi Ekologi.

(5) Dimensi Modal Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
a. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator:

1) Kebiasaan gotong royong di desa;

2) Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang 
tidak berbayar;

3) Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan

4) Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

b. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator:

1) Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis;

2) Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan 
bahasa yang berbeda; dan

3) Terdapat keragaman agama di Desa.

c. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator:

1) Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling 
lingkungan;

2) Partisipasi warga mengadakan siskamling;

3) Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa;

4) Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan

5) Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.

d. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator:

1) Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa;

2) Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak 
jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan

3) Terdapat penduduk yang bunuh diri.
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a (6) Dimensi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
a. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator:

1) Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 
30 menit;

2) Tersedia tenaga kesehatan bidan;

3) Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan

4) Tersedia tenaga kesehatan lain.

b. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri 
dari indikator:

1) Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan

2) Tingkat aktivitas posyandu.

c. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat 
kepesertaan BPJS.

(7) Dimensi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
a. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri 

dari indikator:

1) Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 
kilometer;

2) Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan

3) Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.

b. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari 
indikator:

1) Kegiatan pemberantasan buta aksara;

2) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;

3) Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/ Paket 
ABC; dan

4) Akses ke pusat keterampilan/ kursus.

c. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman 
bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.

(8) Dimensi Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
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a. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri 
dari indikator:

1) Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum 
yang layak; dan

2) Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi 
dan mencuci.

b. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator:

1) Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan

2) Terdapat tempat pembuangan sampah.

c. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah 
keluarga yang telah memiliki aliran listrik.

d. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari 
indikator:

1) Penduduk Desa memiliki telepon seluler dan sinyal 
yang kuat;

2) Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; 
dan

3) Terdapat akses internet.

(9) Dimensi Ekonomi di dalam Indeks Ketahanan Ekonomi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat 
(3) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
a. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari 

indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi 
penduduk.

b. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari 
indikator:

1) Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, 
pasar permanen dan semi permanen);

2) Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung 
dan minimarket); dan

3) Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan 
penginapan.

c. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator 
terdapat kantor pos dan jasa logistik.
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a d. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang 
terdiri dari indikator:

1) Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah 
dan swasta);

2) Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan

3) Akses penduduk ke kredit.

e. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya 
lembaga ekonomi rakyat (koperasi); dan

f. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator:

1) Terdapat moda transportasi umum (transportasi 
angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi 
angkutan umum);

2) Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor 
roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali 
musim hujan, kecuali saat tertentu); dan

3) Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan 
aspal, kerikil dan tanah).

(10) Dimensi Ekologi di dalam Indeks Ketahanan Ekologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat 
(4) terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:
a. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator:

1) Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan 
udara; dan

2) Terdapat sungai yang terkena limbah.

b. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang 
terdiri dari indikator:

1) Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, 
kebakaran hutan); dan

2) Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam 
(tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini 
dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).REA
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(11) Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa 
Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi 
lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran 
status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan 
pada survei pembaruan data secara berkala.

Bagian Kedua
Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Pasal 4

(1) Setiap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (5), (6), (7), (8), (9) dan (10) memiliki skor antara 0 
sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor 
mencerminkan tingkat keberartian.

(2) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi 
sehingga menghasilkan Skor Dimensi.

(3) Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks 
dengan nilai 0 sampai dengan 1.

(4) Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang 
disebut dengan Indeks Desa Membangun.

(5) Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-
rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi 
dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan 
rumus:

IDM = 1__
3  (IKS + IKE + IKL)

(6) Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian 
setiap Desa berdasar perhitungan Indeks Desa Membangun 
dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang 
diperoleh dari nilai maksimum dan minimum.

(7) Ketentuan lebih lanjut tentang Indeks Desa Membangun 
sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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a BAB IV
STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA

Pasal 5

(1) Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan 
berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 
5 status Desa yakni:
a. Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada;

b. Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra- Sembada;

c. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa 
Madya;

d. Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pra-Madya; 
dan

e. Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama.

(2) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk instrumen 
koordinasi Kementerian/ Lembaga, maupun antara Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam 
melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan 
tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana 
Desa.

(3) Penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar 
Indeks Desa Membangun ditetapkan melalui Keputusan Direktur 
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
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BAB V
PENGELOLAAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Bagian kesatu
Pembaharuan Data Indeks Desa Membangun

Pasal 6

Penyusunan Indeks Desa Membangun untuk pertama kali 
bersumber dari data Potensi Desa yang dihasilkan oleh Badan 
Pusat Statistik.

Pasal 7

(1) Untuk keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa, Indeks Desa dapat dilakukan pembaharuan 
data.

(2) Pembaharuan data yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan:
a. hasil data Potensi Desa (Podes) Badan Pusat Statistik; 

dan

b. melalui Survei Desa Membangun berdasar indikator 
Indeks Desa Membangun yang dilaksanakan secara 
berkala.

(3) Survei Desa Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf b dilaksanakan secara nasional oleh Direktorat 
Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi.

Bagian kedua 
Pengelolaan Indeks Desa Membangun 

Pasal 8

(1) Untuk menjamin penyediaan data dan informasi yang 
akurat, tepat dan akuntabel, perlu dilakukan pengelolaan 
Indeks Desa Membangun.
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a (2) Indeks Desa Membangun dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui 
Direktorat Pelayanan Sosial Dasar pada Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(3) Pendayagunaan Indeks Desa Membangun lebih lanjut dapat 
dilakukan dengan:
a. memperkuat hasil analisis pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat Desa dengan jenis indeks yang lainnya, 
seperti indeks keadilan gender, indeks demokrasi, indeks 
kapasitas dan tata kelola pemerintahan yang secara 
tegas dengan lokus Desa;

b. penentuan peringkat Desa dalam keberhasilan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. bahan advokasi di tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi, 
Kabupaten/Kota maupun Desa dalam mendorong 
keberpihakan kebijakan dan anggaran yang dapat 
meningkatkan kemandirian Desa;

d. digunakan sebagai alat evaluasi terhadap proses 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa; dan

e. merumuskan fokus dan lokus pembangunan desa dengan 
pendekatan dan pemenuhan kebutuhan pembangunan 
Desa bersifat spesifik sesuai dengan indikator yang ada 
dalam Indeks Desa Membangun.

BAB VI 
PEMBIAyAAN

Pasal 9

Pengalokasian anggaran dalam rangka pelaksanaan Peraturan 
Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara.REA
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2016

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI REPUBLIK 
INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR
 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 

NOMOR 300
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a LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG INDEKS DESA MEMBANGUN

PEDOMAN INDEKS DESA MEMBANGUN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan 
desa dan kawasan perdesaan, yakni mengentaskan 5000 Desa 
Tertinggal dan meningkatkan sedikitnya 2000 Desa Mandiri 
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional 2015 – 2019, diperlukan kejelasan status 
kemajuan dan kemandirian Desa di seluruh Indonesia. Kejelasan 
status tersebut akan mempermudah para pemangku kepentingan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan terutama 
pemerintah dan masyarakat Desa itu sendiri, dalam mengelola 
pembangunan dan mencapai tujuan pembangunan Desa tersebut. 
Seperti yang sudah dinyatakan secara normatif dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut 
Undang-Undang Desa), bahwa tujuan pembangunan Desa adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 
hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Maka dengan 
demikian, tindakan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa harus diabdikan pada pencapaian tujuan 
pembangunan Desa itu.

Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM), status kemajuan 
dan kemandirian Desa dijelaskan dengan klasifikasi yang 
diharapkan dapat memfasilitasi pemahaman tentang situasi dan 
kondisi Desa saat ini, serta bagaimana langkah kebijakan yang 
harus dikembangkan untuk mendukung peningkatan kehidupan 
Desa menjadi lebih maju dan mandiri. Cara klasifikasi tersebut 
tentu harus peka terhadap karakteristik Desa yang senyatanya 
sangat beragam, bukan hanya dari segi fisik geografis tetapi juga 
terkait nilai-nilai, budaya dan tingkat prakarsa masyarakat Desa.
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Undang-Undang Desa memberi jalan bagi terwujudnya 
kehidupan masyarakat Desa yang maju, kuat, demokratis dan 
mandiri. Kewenangan Desa ditegaskan di dalam Undang-Undang 
Desa untuk memperkuat posisi Desa. Pelaksanaan kewenangan 
berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa 
dengan dukungan pembiayaan dari Dana Desa dapat menjadi 
pendorong kuat bagi Desa untuk maju dan mandiri. Di 
sini, paradigmatik Desa Membangun diteguhkan dengan cara 
mewujudkan pernyataan Desa sebagai subyek pembangunan 
ke dalam praktik pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 
Desa. Penyebutan nama Indeks Desa Membangun ditujukan 
untuk memperkuat semangat ini.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa 
Membangun dikembangkan berdasar konsepsi bahwa Desa 
untuk maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan 
berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi 
menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi 
dan kemampuan Desa untuk menyejahterakan kehidupan 
Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan 
masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, 
didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta 
ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam 
secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan 
sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang 
memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam konteks dinamika 
Desa, perubahan sosial, ekonomi dan ekologi Desa yang terjadi 
tidaklah berdiri sendiri. Proses perubahan melibatkan banyak 
dimensi (multidimensi), tidak hanya Desa sebagai “unit wilayah” 
tetapi juga keterkaitan antar Desa, maupun pengaruh dari kluster 
yang lebih luas seperti kawasan, regional, nasional bahkan 
global. Perubahan demografi, peningkatan ataupun penurunan 
jumlah penduduk tidaklah semata mata aspek ekonomi (faktor 
urbanisasi, misalnya) melainkan juga melibatkan aspek-aspek 
sosial, seperti nilai-nilai budaya, atau situasi ekologi (lingkungan) 
yang sulit menopang kehidupan sehari hari bagi penduduk. 
Kenyataan ini membutuhkan pemahaman yang tepat sebagai 
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a salah satu basis untuk merumuskan isu-isu desa dan pilihan-
pilihan kebijakan/program/kegiatan.

Jumlah Desa saat ini mencapai 74.749 Desa (Kemdagri, 
2015) dan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan 
aspirasi masyarakat Desa. Sementara itu data Potensi Desa 
(Podes) Tahun 2014 masih menjangkau 73.709 Desa. Data 
Indeks Desa Membangun untuk pertama kali, dan berlaku 
sebagai Data Dasar Pembangunan Desa (baseline) adalah sesuai 
dengan jumlah Desa berdasar Podes Tahun 2014 tersebut.

Dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan Desa 
sebagaimana termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019, penyusunan Indeks Desa 
Membangun menyediakan ukuran yang mampu melihat posisi 
dan status desa serta arah tingkat kemajuan dan kemandirian 
Desa. Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain 
untuk (a) menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi 
desa dan menilai tingkat kemajuan dan kemandirian Desa; 
(b) menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis 
desa, (c) menjadi instrumen koordinasi dengan K/L, Pemerintah 
Daerah dan Desa, serta lembaga lain. Melalui Indeks Desa 
Membangun status kemajuan dan kemandirian Desa tergambar 
dengan status Desa Mandiri (atau bisa disebut sebagai Desa 
Sembada), Desa Maju (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-
Sembada), Desa Berkembang (atau bisa disebut sebagai Desa 
Madya), Desa Tertinggal (atau bisa disebut sebagai Desa Pra-
Madya) dan Desa Sangat Tertinggal (atau bisa disebut sebagai 
Desa Pratama). Klasifikasi yang lebih luas dalam 5 jenis status 
Desa diperlukan untuk mengakomodir keragaman dan kedalaman 
isu-isu yang melekat di Desa. Seperti diketahui bersama, isu-isu 
Desa sejauh ini merupakan isu yang kompleks. Tantangannya 
adalah merepresentasikan kompleksitas itu ke dalam status, 
sehingga perumusan isu dan targeting (fokus dan lokus) lebih 
terarah dan terpusat. Alasan lain adalah menghindari moral 
hazard dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan desa 
sehingga tidak mengulangi praktik-praktik pembangunan yang 
serba bias dan merugikan kehidupan Desa.
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B. TUJUAN

1. Tujuan Umum
Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk 

memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan 
Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa 
Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

2. Tujuan Khusus
Secara khusus, Indeks Desa Membangun (IDM) yang dihasilkan 
dapat digunakan:

a. Sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang 
menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian 
desa;

b. Menjadi salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu 
strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. Sebagai masukan dalam perumusan targeting (sasaran 
lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional;

d. Sebagai instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, 
Pemerintah daerah dan desa, guna efektivitas capaian 
sasaran pembangunan nasional.

C. METODE PENyUSUNAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan 
bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi 
sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi 
mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin 
keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. 
Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan 
kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan 
potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang 
mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang 
dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). 
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a Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah 
variabel dan indikator.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan 
pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, 
modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari 
keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan 
akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana 
dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan 
(pasar) dan jasa-jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan 
kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan 
udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko-resiko yang 
muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor-faktor yang 
menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk 
di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap 
resiko bencana.

1. Metode Perhitungan
IDM merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata-

rata indeks ketahanan ekologi (IKL), indeks ketahanan ekonomi 
(IKE) dan indeks ketahanan sosial (IKS) setiap desa.

Formulasi Indeks Desa Membangun (IDM) :

IDM = 1__
3  (IKS + IKE + IKL)

Keterangan :
IDM = Indeks Desa Membangun
IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)
IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
IKS = Indeks Ketahanan Sosial

Setiap dimensi dibangun dari serangkaian variabel, dan setiap 
variabel diturunkan ke dalam perangkat indikator. Setiap indikator 
memiliki skor 0 s.d. 5, semakin tinggi skor semakin memiliki 
makna yang positif. Total Skor Indikator ditransformasikan ke 
dalam indeks dengan nilai 0 - 1.
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imum (X)Nilai Maks
 XTotal Skor  Y =

Y  = Komponen indeks yang terdiri dari : Indeks Ketahanan 
Lingkungan (IKL), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan 
Indeks Ketahanan Sosial (IKS)

X = Indikator (X)

2. Klasifikasi Status Desa
Klasifikasi Status Desa adalah 5 (lima) status kemajuan dan 

kemandirian Desa, yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Desa Mandiri atau yang disebut Desa Sembada adalah 
Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan 
pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat 
Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan 
ketahanan ekologi secara berkelanjutan

b. Desa Maju atau yang disebut Desa Pra-Sembada adalah 
Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan 
ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, 
dan menanggulangi kemiskinan.

c. Desa Berkembang atau yang disebut Desa Madya adalah 
Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi 
sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum 
mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi 
kemiskinan.

d. Desa Tertinggal atau yang disebut Desa Pra-Madya adalah 
Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, 
dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas 
hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai 
bentuknya.
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a e. Desa Sangat Tertinggal atau yang disebut Desa Pratama 
adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah 
bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial 
sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya 
sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan 
dalam berbagai bentuknya.
Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan 

Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian 
Desa sebagai berikut:

a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki 
Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.

b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki 
Indeks	 Desa	 Membangun	 kurang	 dan	 sama	 dengan	 (≤)	
0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072. 

c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang 
memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 
(≤)	 0,7072	 dan	 lebih	 besar	 (>)	 dari	 0,5989.

d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang 
memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan 
(≤)	 0,5989	 dan	 lebih	 besar	 (>)	 dari	 0,4907.

e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa 
yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih 
kecil	 (≤)	 dari	 0,4907.

D. PENUTUP

Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun yang mencakup 
73.709 Desa berdasar data Potensi Desa Tahun 2014 telah 
dipublikasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi untuk pertama kali pada 19 Oktober 2015, 
yakni bersamaan dengan launching Indeks Desa Membangun. 
Hasil penghitungan IDM dikelompokkan berdasarkan Provinsi, 
Kabupaten/Kota, Pulau-Pulau Besar, dan kawasan atau kecamatan. 
Setiap unit pengelompokan dapat diperoleh rata-rata Indeks 
Desa Membangun (IDM). Pembagian kelompok dilakukan sesuai 
dengan kepentingan penggunaan IDM.
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Penghitungan Indeks Desa Membangun secara nasional 
diperoleh dari indeks rata-rata nasional adalah 0,5662. Indeks 
ini menandakan status kemajuan dan kemandirian Desa secara 
nasional dalam status Desa Tertinggal bila dibandingkan dengan 
batas	 ambang	 batas	 status	 tertinggal	 (≤	 0,5989).	 Hal	 ini	 juga	
berarti mayoritas Desa di Indonesia didominasi oleh Desa 
Tertinggal (Desa Pra-Madya). Untuk Desa Tertinggal (Desa Pra-
Madya) berjumlah 33.592 Desa (46%) dan Desa Sangat Tertinggal 
(Desa Pratama) berjumlah 13.453 Desa (18%). Sedangkan jumlah 
Desa memiliki status Desa Mandiri (Desa Sembada) terdapat 174 
Desa (0,24%), sementara Desa Maju (Desa Pra-Sembada) adalah 
3.608 Desa (5%) dan Desa Berkembang (Desa Madya) 31% 
atau 22.882 desa. Hasil perhitungan Indeks Desa Membangun 
tersebut memberi pesan penting akan pentingnya kerja strategis 
dan tindakan yang cepat dan tepat dalam upaya pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Demikian Pedoman Indeks Desa Membangun ini disusun 
untuk kepentingan memaksimalkan upaya dan sumber daya 
dalam meningkatkan martabat kehidupan Desa di dalam 
kerangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

REA
DIN

G C
OPY



80 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a

IN
D

IK
AT

O
R

 
D

ES
A 

M
EM

BA
N

G
U

N

N
O

IN
D

E
K

S 
D

E
SA

M
E

M
B

A
N

G
U

N
D

IM
E

N
SI

IN
D

IK
A

TO
R

1
K

E
T

A
H

A
N

A
N

K
E

SE
H

A
T

A
N

 
1

Pe
la

ya
n

an
1

W
ak

tu
 T

em
pu

h
 k

e 
pr

as
ar

an
a 

ke
se

h
at

an
 <

 3
0 

m
en

it
SO

SI
A

L
K

es
eh

at
an

2
Te

rs
ed

ia
 t

en
ag

a 
ke

se
h

at
an

 b
id

an
3

Te
rs

ed
ia

 t
en

ag
a 

ke
se

h
at

an
 d

ok
te

r
4

Te
rs

ed
ia

 t
en

ag
a 

 
ke

se
h

at
an

 la
in

2
K

eb
er

da
ya

an
 

M
as

ya
ra

ka
t 

u
n

tu
k 

K
es

eh
at

an

5
A

ks
es

 k
e 

po
sk

es
de

s,
 

po
lin

de
s 

da
n

 p
os

ya
n

du

6
Ti

n
gk

at
 a

kt
iv

it
as

 
po

sy
an

du

3
Ja

m
in

an
 K

es
eh

at
an

7
Ti

n
gk

at
 k

ep
es

er
ta

an
 

B
PJ

S

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 81

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

PE
N

D
ID

IK
A

N
 

4
A

ks
es

 P
en

di
di

ka
n

D
as

ar
 d

an
M

en
en

ga
h

8
A

ks
es

 k
e

Pe
n

di
di

ka
n

D
as

ar
 S

D
/M

I 
<3

K
M

9
A

ks
es

 k
e

S
M

P/
M

TS
 <

 6
km

10
A

ks
es

 k
e

S
M

U
/S

M
K

 <
 6

km

5
A

ks
es

 P
en

di
di

ka
n

 
N

on
 F

or
m

al
11

K
eg

ia
ta

n
 P

em
be

ra
n

ta
sa

n
 

bu
ta

 a
ks

ar
a

12
K

eg
ia

ta
n

 P
A

U
D

13
K

eg
ia

ta
n

 P
K

B
M

/P
ak

et
 

A
B

C
14

A
ks

es
 k

e 
pu

sa
t 

ke
te

ra
m

pi
la

n
/k

u
rs

u
s

6
A

ks
es

 k
e 

Pe
n

ge
ta

h
u

an
15

Ta
m

an
 B

ac
aa

n
 

M
as

ya
ra

ka
t 

at
u

 
Pe

rp
u

st
ak

aa
n

 D
es

a

REA
DIN

G C
OPY



82 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a

M
O

D
A

L 
SO

SI
A

L
7

M
em

ili
ki

 s
ol

id
ar

it
as

 
S

os
ia

l
16

K
eb

ia
sa

an
 g

ot
on

g 
ro

yo
n

g 
di

 d
es

a

17
K

eb
er

ad
aa

n
 r

u
an

g 
pu

bl
ik

 
te

rb
u

ka
 b

ag
i w

ar
ga

 y
an

g 
ti

da
k 

be
rb

ay
ar

18
K

et
er

se
di

aa
n

 fa
si

lit
as

 
at

au
 la

pa
n

ga
n

 o
la

h
ra

ga

19
Te

rd
ap

at
 k

el
om

po
k 

ke
gi

at
an

 o
la

h
ra

ga

8
M

em
ili

ki
 T

ol
er

an
si

20
W

ar
ga

 d
es

a 
te

rd
ir

i d
ar

i 
be

be
ra

pa
 s

u
ku

 a
ta

u
 e

tn
is

21
W

ar
ga

 d
es

a 
be

rk
om

u
n

ik
as

i s
eh

ar
i-

h
ar

i m
en

gg
u

n
ak

an
 

ba
h

as
a 

ya
n

g 
be

rb
ed

a
22

Te
rd

ap
at

 k
er

ag
am

an
 

ag
am

a 
di

 D
es

a

9
R

as
a 

A
m

an
 

Pe
n

du
du

k
23

W
ar

ga
 d

es
a 

m
em

ba
n

gu
n

 
pe

m
el

ih
ar

aa
n

 p
os

ka
m

lin
g 

lin
gk

u
n

ga
n

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 83

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

24
Pa

rt
is

ip
as

i w
ar

ga
m

en
ga

da
ka

n
 s

is
ka

m
lin

g

25
Ti

n
gk

at
 k

ri
m

in
al

it
as

 y
an

g 
te

rj
ad

i d
i

D
es

a

26
Ti
n
gk
at
	k
on

fli
k

ya
n

g 
te

rj
ad

i d
i D

es
a

27
U

pa
ya

 p
en

ye
le

sa
ia

n
 

ko
n
fli
k	
ya
n
g

te
rj

ad
i d

i D
es

a

10
K

es
ej

ah
te

ra
an

 
S

os
ia

l
28

Te
rd

ap
at

 a
ks

es
 k

e 
S

ek
ol

ah
 L

u
ar

B
ia

sa

29
Te

rd
ap

at
 P

en
ya

n
da

n
g 

K
es

ej
ah

te
ra

an
 S

os
ia

l 
(A

n
ak

 J
al

an
an

, P
ek

er
ja

 
S

ek
s 

K
om

er
si

al
da

n
 P

en
ge

m
is

)
30

Te
rd

ap
at

 P
en

du
du

k 
ya

n
g

bu
n

u
h

 d
ir

i

REA
DIN

G C
OPY



84 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a

PE
R

M
U

K
IM

A
N

11
A

ks
es

 k
e 

A
ir

 B
er

si
h

 
da

n
 A

ir
 M

in
u

m
 

La
ya

k

31
M

ay
or

it
as

 p
en

du
du

k 
de

sa
 m

em
ili

ki
 s

u
m

be
r 

ai
r 

m
in

u
m

 y
an

g
la

ya
k.

32
A

ks
es

 P
en

du
du

k 
de

sa
 

m
em

ili
ki

 a
ir

 u
n

tu
k 

m
an

di
da

n
 m

en
cu

ci

12
A

ks
es

 k
e 

S
an

it
as

i
33

M
ay

or
it

as
 p

en
du

du
k 

de
sa

 
m

em
ili

ki
Ja

m
ba

n
.

34
Te

rd
ap

at
 t

em
pa

t 
pe

m
bu

an
ga

n
sa

m
pa

h
.

13
A

ks
es

 k
e 

Li
st

ri
k

35
Ju

m
la

h
 k

el
u

ar
ga

 y
an

g 
te

la
h

 m
em

ili
ki

 a
lir

an
lis

tr
ik

.

14
A

ks
es

 I
n

fo
rm

as
i 

da
n

 K
om

u
n

ik
as

i
36

Pe
n

du
du

k 
de

sa
 m

em
ili

ki
 

te
le

po
n

 s
el

u
le

r 
da

n
 s

in
ya

l 
ya

n
g

ku
at

.
37

Te
rd

ap
at

 s
ia

ra
n

 t
el

ev
is

i 
lo

ka
l, 

n
as

io
n

al
 d

an
as

in
g

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 85

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

38
Te

rd
ap

at
 a

ks
es

in
te

rn
et

2
K

E
TA

H
A

N
A

N
 

E
K

O
N

O
M

I
E

K
O

N
O

M
I

15
K

er
ag

am
an

 
Pr

od
u

ks
i

M
as

ya
ra

ka
t 

D
es

a

39
Te

rd
ap

at
 le

bi
h

 d
ar

i s
at

u
 

je
n

is
 k

eg
ia

ta
n

 e
ko

n
om

i
pe

n
du

du
k

16
Te

rs
ed

ia
 P

u
sa

t 
Pe

la
ya

n
an

 
Pe

rd
ag

an
ga

n

40
A

ks
es

 p
en

du
du

k 
ke

 p
u

sa
t 

pe
rd

ag
an

ga
n

 (p
er

to
ko

an
, 

pa
sa

r 
pe

rm
an

en
 d

an
 s

em
i

pe
rm

an
en

)
41

Te
rd

ap
at

 s
ek

to
r 

pe
rd

ag
an

ga
n

 d
i 

pe
rm

u
ki

m
an

 (w
ar

u
n

g 
da

n
m

in
im

ar
ke

t)
42

Te
rd

ap
at

 u
sa

h
a 

ke
da

i 
m

ak
an

an
, r

es
to

ra
n

, h
ot

el
da

n
 p

en
gi

n
ap

an

17
A

ks
es

 D
is

tr
ib

u
si

/
Lo

gi
st

ik
43

Te
rd

ap
at

 k
an

to
r 

po
s 

da
n

 
ja

sa
lo

gi
st

ik

18
A

ks
es

 k
e 

Le
m

ba
ga

 
K

eu
an

ga
n

 d
an

 
Pe

rk
re

di
ta

n

44
Te

rs
ed

ia
n

ya
 le

m
ba

ga
 

pe
rb

an
ka

n
 u

m
u

m
 

(P
em

er
in

ta
h

 d
an

S
w

as
ta

)

REA
DIN

G C
OPY



86 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a

45
Te

rs
ed

ia
n

ya
 B

PR

46
A

ks
es

 p
en

du
du

k
ke

 k
re

di
t

19
Le

m
ba

ga
 E

ko
n

om
i

47
Te

rs
ed

ia
n

ya
le

m
ba

ga
 e

ko
n

om
i r

ak
ya

t
(k

op
er

as
i)

20
K

et
er

bu
ka

an
 

W
ila

ya
h

48
Te

rd
ap

at
 m

od
a 

tr
an

sp
or

ta
si

 u
m

u
m

 
(T

ra
n

sp
or

ta
si

 A
n

gk
u

ta
n

 
U

m
u

m
, t

ra
ye

k 
re

gu
le

r 
da

n
 ja

m
 o

pe
ra

si
 

A
n

gk
u

ta
n

U
m

u
m

)
49

Ja
la

n
 y

an
g 

da
pa

t 
di

la
lu

i 
ol

eh
 k

en
da

ra
an

 b
er

m
ot

or
 

ro
da

 e
m

pa
t 

at
au

 le
bi

h
 

(s
ep

an
ja

n
g 

ta
h

u
n

 k
ec

u
al

i 
m

u
si

m
 h

u
ja

n
, k

ec
u

al
i 

sa
at

te
rt

en
tu

)

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 87

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

50
K

u
al

it
as

 J
al

an
 D

es
a 

(J
al

an
 t

er
lu

as
 d

i d
es

a 
de

n
ga

n
 a

sp
al

, k
er

ik
il,

 d
an

ta
n

ah
)

3
K

E
TA

H
A

N
A

N
 

E
K

O
LO

G
I

E
K

O
LO

G
I

21
K

u
al

it
as

 
Li

n
gk

u
n

ga
n

51
A

da
 a

ta
u

 t
id

ak
 a

da
n

ya
 

pe
n

ce
m

ar
an

 a
ir

,
ta

n
ah

 d
an

 u
da

ra

52
Te

rd
ap

at
 s

u
n

ga
i

yg
 t

er
ke

n
a 

lim
ba

h

22
Po

te
n

si
 r

aw
an

 
be

n
ca

n
a 

da
n

 
ta

n
gg

ap
 b

en
ca

n
a

53
ke

ja
di

an
 B

en
ca

n
a 

A
la

m
 

(b
an

jir
, t

an
ah

 lo
n

gs
or

, 
ke

ba
ka

ra
n

h
u

ta
n

)
54

U
pa

ya
/T

in
da

ka
n

 
te

rh
ad

ap
 p

ot
en

si
 b

en
ca

n
a 

al
am

 (T
an

gg
ap

 b
en

ca
n

a,
 

ja
lu

r 
ev

ak
u

as
i, 

pe
ri

n
ga

ta
n

 
di

n
i d

an
 k

et
er

se
di

aa
n

 
pe

ra
la

ta
n

 p
en

an
ga

n
an

be
n

ca
n

a)
 

REA
DIN

G C
OPY



88 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Eko Bambang Riadi

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata 
Laksana
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MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA  

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa, memberikan kewenangan 
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a kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menetapkan 
pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan 
perdesaan;

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang 
Pembangunan Kawasan Perdesaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421);

  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438);

  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725);

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4816);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539);

  10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

  11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);

  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 
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a 2015 tentang Organisasi Kementerian dan Tata 
Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN.

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan 
Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa.

4. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai 
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
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permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

5. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan 
antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat 
dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang 
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

6. Kawasan perdesaan tertentu adalah kawasan perdesaan 
yang mempunyai nilai strategis dan penataan ruangnya 
dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya 
disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan 
desa untuk periode 6 (enam) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, 
selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang 
membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada 
lingkup kabupaten/kota.

10. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya 
disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan 
pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan 
kewenangannya.

11. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan 
pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal 
dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya 
masyarakat.

12. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan 
adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan.

13. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif 
dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, 
manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat 
capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

REA
DIN

G C
OPY



94 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a 14. Tokoh masyarakat adalah seseorang yang ditokohkan 
oleh masyarakat di lingkungannya akibat dari pengaruh, 
posisi, dan kemampuannya yang diakui oleh masyarakat 
di lingkungannya.

15. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan 
dalam memfasilitasi desa.

16. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom.

18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan 
perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan 
pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II 
PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan 
prinsip:

a. partisipasi;
b. holistik dan komprehensif;
c. berkesinambungan;
d. keterpaduan;
e. keadilan;
f. keseimbangan;
g. transparansi; dan
h. akuntabilitas.
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Pasal 3

(1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat 
dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan 
ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui 
pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai 
kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada 
kawasan yang ditetapkan.

(2) Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diprioritaskan pada pengembangan potensi 
dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

BAB  III 
PENyELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN 

PERDESAAN

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:
a. pengusulan kawasan perdesaan;

b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;

c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan

d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan 
kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan 
Kawasan Perdesaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan 
kawasan perdesaan tertentu diatur oleh Direktur Jenderal 
Teknis masing-masing.REA
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Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

(1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau 
diprakarsai oleh Bupati/Walikota dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat desa.

(2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

(3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki 
gagasan kawasan perdesaan yang sesuai dengan tujuan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya 
menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan 
kawasan perdesaan.

(5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati/Walikota.

(6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati/Walikota 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan 
persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang 
wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua
Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

(1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan 
RTRW Kabupaten/Kota dan RPJMD Kabupaten/Kota, 
terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi 
program pembangunan. 

(2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 
yang disusun oleh TKPKP kabupaten/kota.
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(3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 7

(1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan 
rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku 
selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program 
pembangunan.

(2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan 
pada perkembangan kebutuhan kawasan.

(3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.

(4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidak- tidaknya 
memuat:
a. isu strategis kawasan perdesaan;

b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;

c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;

d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;

e. indikator capaian kegiatan; dan

f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 8

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan sebagai berikut:

a. Bupati/Walikota memprakarsai proses perencanaan 
pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP kabupaten/
kota; dan

b. TKPKP kabupaten/kota dalam melakukan proses penyusunan 
Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu 
oleh pihak ketiga.
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a Pasal 9

(1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan 
merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri 
dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah 
perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau 
keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

(2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
a. kegiatan pertanian;

b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;

c. tempat permukiman perdesaan;

d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi 
perdesaan;

e. nilai strategis dan prioritas kawasan;

f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah 
kabupaten/kota;

g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; 
dan

h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 10

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan 
perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada 
kawasan perdesaan yang  merupakan penguatan kapasitas 
masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh 
pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan 
bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

(1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota 
berdasarkan masukan dari TKPKP kabupaten/kota dan/
atau Pemerintah Desa.

(2) Penunjukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP kabupaten/
kota.

(3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah provinsi 
dapat menugaskan kepada Daerah kabupaten/kota untuk 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 
masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan 
perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.

(4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan 
kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan 
berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, dan/
atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/
kota. 

(5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh 
Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa.

(6) Bupati/Walikota dapat menunjuk satuan kerja perangkat 
daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan 
pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan 
berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(7) Bupati/Walikota dalam menunjuk pelaksana pembangunan 
kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana 
Pembangunan Kawasan Perdesaan.
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a Bagian Keempat
Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan 

Perdesaan

Pasal 13

(1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan 
dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja 
capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan.

(2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan 
kinerja kepada Bupati/Walikota melalui Bappeda Kabupaten/
Kota.

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada Bappeda Kabupaten/Kota tiap 3 (tiga) 
bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya 
pelaksanaan pembangunan.

Pasal 14

(1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten/
Kota dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan.

(2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan 
Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 
dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 
pada periode selanjutnya.

(3) Bappeda Kabupaten/Kota melaporkan hasil evaluasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) kepada 
Bupati/Walikota.

(4) Bupati/Walikota menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebagai arahan 
kebijakan kepada TKPKP kabupaten/kota dalam pelaksanaan 
pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.

(5) Bupati/Walikota melaporkan hasil evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.
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BAB IV 
KELEMBAGAAN

Pasal 15

(1) TKPKP dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/
kota.

(2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 
pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup 
kewenangannya.

Pasal 16

(1) TKPKP pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 
(1) terdiri dari unsur kementerian/lembaga yang terkait 
yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) TKPKP pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
lembaga yang bertugas melakukan pembinaan terhadap 
penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan pada 
tingkat nasional berdasarkan laporan dan hasil evaluasi 
yang diberikan oleh TKPKP provinsi.

(3) TKPKP pusat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
berkoordinasi dengan TKPKP provinsi dan TKPKP kabupaten/
kota.

Pasal 17

(1) TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 
ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja perangkat 
daerah yang terkait yang ditetapkan dengan Keputusan 
Gubernur.

(2) TKPKP provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan 
pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan kawasan 
perdesaan pada tingkat provinsi berdasarkan laporan dan 
hasil evaluasi yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

(3) Jumlah keanggotaan TKPKP provinsi disesuaikan dengan 
kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

REA
DIN

G C
OPY



102 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a Pasal 18

(1) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (1) terdiri dari unsur Kepala satuan kerja 
perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala 
Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

(2) TKPKP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
a. mengoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;

b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan 
Kawasan Perdesaan;

c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan 
dalam hal didelegasikan oleh Bupati/Walikota; dan

d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi 
laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

(3) Jumlah keanggotaan TKPKP kabupaten/kota disesuaikan 
dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

Pasal 19

(1) TKPKP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dapat 
dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.

(2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) bertugas untuk:
a. membantu TKPKP kabupaten/kota dalam penetapan dan 

perencanaan kawasan perdesaan; dan

b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan 
kawasan perdesaan.

(3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan 
tata kerja TKPKP diatur dalam Keputusan Menteri.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 103

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

BAB V
PENDANAAN

Pasal 21

(1) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada 
Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas 
tugas pembantuan berasal dari DAK dan/atau Dana Tugas 
Pembantuan. 

(2) Pendanaan penugasan dari Pemerintah Daerah provinsi 
kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan urusan 
pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas 
tugas pembantuan berasal dari Dana Tugas Pembantuan.

BAB V 
PEMBINAAN

Pasal 22

Menteri dan Gubernur melakukan pembinaan terhadap 
Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Pasal 23

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan 
pembinaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan 
yaitu:
a. standardisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan 

perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, 
serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan 
perdesaan;

b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam 
pembangunan kawasan perdesaan; dan

REA
DIN

G C
OPY



104 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan 
kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan 
perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan 
kawasan perdesaan.

(2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melakukan 
pembinaan dalam hal:
a. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam 

pembangunan kawasan perdesaan; dan

b. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan 
kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan 
perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan 
kawasan perdesaan.

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan 
mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat 
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.
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Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI DESA,

P E M B A N G U N A N  D A E R A H 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 

NOMOR 359

Eko Bambang Riadi

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata 
Laksana
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Tentang Desa 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 

TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 

DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :  bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

SALINAN
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a Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman 
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran

  3. Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495);

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539);

  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

  7. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 
tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
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Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
192);

  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN 
DESA DAN PEMBERDAyAAN MASyARAKAT 
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk 
pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan 
ketertiban.
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a 3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas 
hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran 
masyarakat Desa.

4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang 
dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan 
usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, 
pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembang-
kan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan 
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, 
kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber 
daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan 
pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 
kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 
istiadat Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain 
adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk 
menyepakati hal yang bersifat strategis.
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11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang 
selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah 
antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan 
prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan 
Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja 
Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran 
pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati 
bersama BPD.

13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan 
kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif 
guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa 
dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan 
penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk 
percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, 
pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, 
yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan 
Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang d a p a t 
didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan 
Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat 
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program 
dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi 
terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa 
dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data 
kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan 
mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat 
keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan 
menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas 
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a dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan 
kebijakan strategis Pembangunan Desa.

17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang 
memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs 
Desa sampai dengan tahun 2030.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan 
kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) 
tahun.

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa 
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa 
yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 
(satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada 
pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme 
perencanaan pembangunan daerah.

21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari 
kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban 
anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan 
hak lain yang sah.

22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya 
manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya 
ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, 
dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber 
daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, 
dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi 
kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa.

24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan 
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk 
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membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima 
kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi 
khusus.

26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa 
dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan 
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan 
asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa 
masyarakat Desa.

28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan 
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur 
perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur 
masyarakat.

29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, 
efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan 
Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan 
pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan 
usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program 
dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung 
pencapaian SDGs Desa.

30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota 
masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang 
dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, 
dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan 
gotong royong di kalangan masyarakat Desa.

31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, 
adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau 
bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan 
aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan 
jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
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a 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan 
tinggi, organisasi  kemasyarakatan, atau perusahaan, yang 
sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan 
belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja 
daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 
tertinggal, dan transmigrasi.

34. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, 
dan transmigrasi.

Pasal 2

(1) Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dimaksudkan untuk memberikan acuan 
bagi:
a. masyarakat Desa;

b. Pemerintah Desa;

c. Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah non-
kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota;

d. tenaga pendamping profesional; dan

e. Pihak Ketiga.

(2) Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan sebagai pedoman dalam:
a. penyelenggaraan Pembangunan Desa;

b. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. fasilitasi Pembangunan Desa;

d. pengembangan kerja sama Desa;

e. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; 
dan
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f. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana 
nonalam.

Pasal 3

Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa bertujuan untuk:

a. meningkatkan kuantitas dan kualitas Pendataan Desa 
sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa;

b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan 
Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;

c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan 
Desa pada pencapaian SDGs Desa;

d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam 
Pembangunan Desa;

e. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
f. mengonsolidasikan kepentingan bersama;
g. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
dan

h. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan 
hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 4

Prinsip Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa, meliputi:

a. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam; dan
e. kepentingan nasional.REA
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a Pasal 5

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa;
b. Pembangunan Desa;
c. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
d. pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pembinaan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA 

DAN PEMBERDAyAAN MASyARAKAT DESA

Pasal 6

(1) SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Penyusunan dan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan 
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi 
Desa.

Pasal 7

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
bertujuan untuk mewujudkan:

a. Desa tanpa kemiskinan;
b. Desa tanpa kelaparan;
c. Desa sehat dan sejahtera;
d. pendidikan Desa berkualitas;
e. keterlibatan perempuan Desa;
f. Desa layak air bersih dan sanitasi;
g. Desa berenergi bersih dan terbarukan;
h. pertumbuhan ekonomi Desa merata;
i. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
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j. Desa tanpa kesenjangan;
k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman;
l. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
m. Desa tanggap perubahan iklim;
n. Desa peduli lingkungan laut;
o. Desa peduli lingkungan darat;
p. Desa damai berkeadilan;
q. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan
r. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 8

(1) Tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif Desa yang 
tergambarkan pada Sistem Informasi Desa.

(2) Prioritas SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa, BPD dan 
masyarakat Desa dalam menentukan arah kebijakan 
Perencanaan Pembangunan Desa, serta program dan/atau 
kegiatan prioritas Pembangunan Desa.

Pasal 9

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 paling lama bulan Desember tahun 2030.

Pasal 10

(1) Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 diukur dengan melakukan evaluasi laju 
SDGs Desa berdasarkan Sistem Informasi Desa.

(2) Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Desa dengan melibatkan 
masyarakat Desa.

(3) Hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun 
RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.
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(1) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2) digunakan untuk menyusun:
a. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa; dan

b. program dan/atau kegiatan prioritas Pembangunan Desa 
untuk pencapaian tujuan SDGs Desa.

(2) Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat Desa 
dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi 
tentang Desa.

(3) Pemerintah pusat dapat mengakses data SDGs Desa melalui 
dashboard Sistem Informasi Desa berskala nasional di 
Kementerian.

(4) Pemerintah daerah provinsi dapat mengakses data SDGs 
Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa berskala 
provinsi.

(5) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat mengakses data 
SDGs Desa melalui dashboard Sistem Informasi Desa 
berskala kabupaten/kota.

Pasal 12

(1) Penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui penyusunan Peta 
Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.

(2) Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit memuat:
a. sasaran SDGs Desa;

b. kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;

c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs 
Desa;

d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian SGDs Desa; 
dan

e. rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan 
Desa.
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(3) Kepala Desa memasukan data dan informasi mengenai 
Peta Jalan SDGs Desa ke dalam Sistem Informasi Desa.

(4) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa 
termuat dalam dashboard SDGs Desa di kabupaten/kota 
untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan 
pembangunan daerah kabupaten/kota yang difokuskan pada 
upaya mewujudkan SDGs Desa.

(5) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa 
termuat dalam dashboard SDGs Desa di daerah provinsi 
untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau 
kegiatan pembangunan daerah provinsi yang difokuskan 
pada upaya mewujudkan SDGs Desa.

(6) Peta Jalan SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa 
termuat dalam dashboard SDGs Desa di Kementerian 
untuk digunakan dalam merumuskan program dan/atau 
kegiatan pembangunan nasional lintas kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian yang difokuskan pada 
upaya mewujudkan SDGs Desa.

Pasal 13

(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah 
provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga  pemerintah 
nonkementerian menginformasikan kepada Desa mengenai 
program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa 
untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.

(2) Pemerintah kabupaten/kota menginformasikan program dan/
atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan 
pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGS Desa di 
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (4).

(3) Pemerintah kabupaten/kota menginformasikan program dan/
atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan 
pencapaian SDGs Desa melalui dashboard SDGs Desa di 
daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (5).
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a (4) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian 
menginformasikan program dan/atau kegiatan pembangunan 
masuk Desa untuk pencapaian SDGs Desa melalui dashboard 
SDGS Desa Kementerian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12 ayat (6).

(5) Pemerintah Desa menuangkan informasi mengenai program 
dan/atau kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ke dalam 
format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk 
ke Desa dalam Sistem Informasi Desa.

(6) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.

BAB III
PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:
a. Pendataan Desa;
b. Perencanaan Pembangunan Desa;
c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.
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Bagian Kedua
Pendataan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

(1) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

(2) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Pendataan Desa tahap awal; dan

b. Pendataan Desa tahap pemutakhiran.

(3) Hasil Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.

(4) Sasaran Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data 
kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan 
kondisi objektif Desa.

(5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang 
disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.

(6) Pendataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
difasilitasi oleh:
a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa;

b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d. Pihak Ketiga.REA
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Pendataan Desa Tahap Awal

Pasal 16

(1) Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa 
tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa.
(2) Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan 
dengan keputusan kepala Desa.

(3) Kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;

b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan mempertim-
bangkan kemampuan dan keahlian;

c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat 
Desa lainnya.

(4) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d paling sedikit meliputi:
a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan 
kewilayahan;

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;

c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh 
nelayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

e. organisasi atau kelompok perempuan;

f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;

g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

i. kader kesehatan;

j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
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k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan 
lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

(5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh 
persen) perempuan.

Pasal 17

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.

(2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa 
secara inklusif.

(3) Partisipasi masyarakat Desa dalam Pendataan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara:
a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Desa;

b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat 
kepada kelompok kerja Pendataan Desa; dan/atau

c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs 
Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.

(4) Masyarakat Desa dapat memberikan masukan perbaikan 
mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) huruf c dengan cara:
a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem 

Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat 
Desa, rukun tetangga, dan/atau keluarga; dan

b. melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian 
antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa 
dan kondisi objektif yang ada di tingkat Desa, rukun 
tetangga, dan/atau keluarga.

(5) BPD menyampaikan kepada kepala Desa masukan perbaikan 
mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4).
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Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 18

(1) Pendataan Desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.

(2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:
a. dana pembekalan;

b. dana transportasi;

c. dana konsumsi;

d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling 
rendah random access memory 3 (tiga) megabyte dan 
penyimpanan 64 (enam puluh empat) gigabyte;

e. pulsa internet bulanan; dan/atau

f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan 
diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf 3
Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran

Pasal 19

(1) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran dilakukan terhadap 
data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 ayat (3).

(2) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

(3) Pendataan Desa Tahap Pemutakhiran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab kepala Desa.REA

DIN
G C

OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 125

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

Paragraf 4
Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SGDs Desa

Pasal 20

(1) Desa merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan data SDGs Desa 
hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19.

(2) Kepala Desa berkewajiban mengelola data SDGs Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan 

membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem 
Informasi Desa;

b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;

c. melakukan pemutakhiran data SDGs Desa; dan

d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan 
membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem 
Informasi Desa.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

(1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 huruf b disusun oleh Pemerintah Desa 
sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada 
perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

(2) Penetapan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
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a (3) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diarahkan pada upaya pencapaian SDGs 
Desa.

(4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan 
melibatkan unsur masyarakat Desa.

(5) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
a. perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat 
Desa;

b. tenaga pendamping profesional;

c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau

d. Pihak Ketiga.

Pasal 22

(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
a. penyusunan RPJM Desa; dan

b. penyusunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
a. RPJM Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung sejak pelantikan kepala Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan 
paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(6) Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa 
serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan 
Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.
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Pasal 23

(1) Pelibatan masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) 
paling sedikit berupa pengajuan usulan program dan/atau 
kegiatan.

(2) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun berdasarkan data dan informasi 
yang tertuang dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
ayat (2) dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan 
melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi 
terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok 
masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.

(4) Usulan progam dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disampaikan kepada BPD dan/atau 
kepala Desa.

(5) Usulan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) dapat diusulkan secara perseorangan dan/
atau kelompok.

Pasal 24

Keterlibatan unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi:

a. mengikuti seluruh tahapan Perencanaan Pembangunan Desa;
b. menyampaikan aspirasi, saran, pendapat secara lisan atau 

tertulis;
c. mengorganisasikan kepentingan dan prakarsa individu dan/

atau kelompok dalam Musrenbang Desa;
d. mendorong terciptanya kegiatan Pembangunan Desa; dan
e. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, 

permufakatan, kekeluargaan, dan semangat kegotongroyongan 
di Desa.REA

DIN
G C

OPY



128 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a Paragraf 2
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

Pasal 25

RPJM Desa memuat:
a. visi dan misi kepala Desa;
b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang 

difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang 
difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Pasal 26

(1) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan 
arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/
kota, keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, 
perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok 
marginal dan rentan lainnya.

(2) Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:
a. pembentukan tim penyusun RPJM Desa;

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Desa;

c. penyusunan rancangan RPJM Desa;

d. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas 
rancangan RPJM Desa;

e. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, 
menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan

f. penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat 
oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan 
Desa.
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Pasal 27

(1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM 
Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa.

(2) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), terdiri atas:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;

b. ketua yang dipilih oleh kepala Desa dengan memper-
timbangkan kemampuan dan keahlian;

c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, Kader 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat 
Desa lainnya.

(3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d meliputi:
a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan 
kewilayahan;

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;

c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh 
nelayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

e. organisasi atau kelompok perempuan;

f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;

g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

i. kader kesehatan;

j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;

k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan 
lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

(4) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berjumlah ganjil, paling sedikit 7 (tujuh) orang.
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a (5) Komposisi tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% perempuan.

(6) Tim penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 28

Tim penyusun RPJM Desa bertugas:
a. menyusun rancangan RPJM Desa; dan
b. memfasilitasi Musrenbang Desa pembahasan RPJM Desa.

Pasal 29

Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pembangunan 
Desa dilakukan dengan cara:

a. mempelajari dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan

b. mempelajari dan mengkaji daftar rencana program dan 
kegiatan yang masuk ke Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 30

(1) Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM 
Desa.

(2) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disusun berdasarkan:
a. Sistem Informasi Desa; dan

b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Pemba-
ngunan Desa.

(3) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) memuat:
a. visi dan misi kepala Desa terpilih;

b. tipologi Desa sebagai arah kebijakan Perencanaan 
Pembangunan Desa;

c. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa 
yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
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d. lokasi program dan/atau kegiatan;

e. perkiraan volume;

f. sasaran/manfaat;

g. waktu pelaksanaan per tahun anggaran;

h. perkiraan jumlah dan sumber pembiayaan; dan

i. perkiraan pola pelaksanaan meliputi: swakelola, padat 
karya tunai desa, kerja sama antar Desa, dan/atau 
kerja sama dengan pihak ketiga.

(4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa yang 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada 
kepala Desa.

Pasal 31

(1) Musrenbang Desa dilaksanakan untuk membahas dan 
menyepakati rancangan RPJM Desa.

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. penyelenggara musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Desa adalah kepala Desa;

b. musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti 
oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur perwakilan 
masyarakat Desa;

c. kepala Desa berkewajiban memastikan kehadiran undangan 
dari unsur masyarakat; dan

d. warga Desa atau kelompok masyarakat selain keterwakilan 
unsur masyarakat yang diundang oleh kepala Desa 
berhak menghadiri Musrenbang Desa.

(3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 
melalui diskusi kelompok secara terarah yang dibagi 
berdasarkan agenda SDGs Desa.
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a (4) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), membahas:
a. visi dan misi kepala Desa terpilih;

b. pokok pikiran BPD;

c. program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang 
diusulkan masyarakat Desa;

d. prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa 
yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa; dan

e. rancangan RPJM Desa.

Pasal 32

(1) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang pembahasan rancangan 
RPJM Desa dituangkan dalam berita acara.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang 
perwakilan masyarakat Desa.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
rancangan RPJM Desa hasil Musrenbang Desa disampaikan 
oleh kepala Desa kepada BPD.

(4) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa 
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui 
Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

(5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

(1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan 
Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan 
mengesahkan RPJM Desa.

(2) Pembahasan dan pengesahan RPJM Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pembahasan rancangan RPJM Desa;
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b. penetapan rancangan RPJM Desa melalui berita acara 
musyawarah Desa; dan

c. pengesahan dokumen RPJM Desa.

(3) Berita acara musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua 
BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat 
Desa.

(4) Pengesahan dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan 
Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan 
ketua BPD.

(5) Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menjadi pedoman dalam penyusunan RKP 
Desa.

(6) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa 
Peraturan Desa tentang RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau 
media publikasi lainnya.

Paragraf 3
Rencana Kerja Pemerintah Desa

Pasal 34

Penyusunan RKP Desa dilakukan melalui tahapan:
a. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
b. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan 

pembiayaan Pembangunan Desa;
c. pencermatan ulang RPJM Desa;
d. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP 

Desa;
e. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan 

daftar usulan RKP Desa; dan
f. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa 

dan daftar usulan RKP Desa.
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a Pasal 35

(1) RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan memedomani 
dokumen RPJM Desa, serta memperhatikan:
a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari 
pemerintah daerah kabupaten/kota;

c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke 
Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;

d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau 
kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs 
Desa;

e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan 
antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian 
SDGs Desa; dan

f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak 
ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian 
SDGs Desa.

(2) Perkiraan pendapatan transfer Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Dana Desa;

b. alokasi Dana Desa;

c. dana bagi hasil pajak dan retribusi;

d. bantuan keuangan pemerintah daerah provinsi; dan

e. bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 36

(1) Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP 
Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa.

(2) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri dari:
a. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
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b. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan 
mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;

c. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan

d. anggota berasal dari perangkat desa, Kader Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dan unsur masyarakat Desa lainnya.

(3) Unsur masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf d meliputi:
a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan 
kewilayahan;

b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;

c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh 
nelayan;

d. organisasi atau kelompok perajin;

e. organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, 
pemerhati dan perlindungan anak;

f. perwakilan kelompok masyarakat miskin;

g. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;

h. kader kesehatan;

i. penggiat dan pemerhati lingkungan;

j. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau

k. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan 
lainnya sesuai keadaan Desa.

(4) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang.

(5) Komposisi Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) terdiri dari paling sedikit 30% (tiga puluh 
per seratus) perempuan.

(6) Tim penyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 37

(1) Tim Penyusun RKP Desa bertugas untuk menyusun 
rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
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a (2) Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
tahapan sebagai berikut:
a. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan 

pembiayaan Pembangunan Desa;

b. pencermatan ulang RPJM Desa;

c. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan 
RKP Desa; dan

d. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan 
rencana anggaran biaya kegiatan.

Pasal 38

(1) Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke 
dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan 
hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program 
dan kegiatan yang masuk ke Desa.

(2) Rencana pembiayaan Pembangunan Desa yang akan 
masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun 
berdasarkan:
a. perkiraan pendapatan asli Desa;

b. pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari anggaran 
pendapatan dan belanja negara;

c. pagu indikatif alokasi Dana Desa yang merupakan bagian 
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

d. perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi 
daerah kabupaten/kota;

e. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan 
dan belanja daerah provinsi;

f. rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan 
belanja daerah kabupaten/kota; dan

g. sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak 
mengikat.

(3) Data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke 
dalam Sistem Informasi Desa.
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Pasal 39

Pemerintah daerah kabupaten/kota menginformasikan kepada 
Pemerintah Desa tentang program dan/atau kegiatan yang 
masuk ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 
(2) melalui penerbitan dokumen yang sah.

Pasal 40

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi 
dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari 
pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi, 
bupati/wali kota melakukan:
a. penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa; 

dan

b. pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah 
Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan 
Pembangunan Desa.

(2) Percepatan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b agar APB 
Desa ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 41

(1) Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang 
RPJM Desa.

(2) Pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan 

Desa;

b. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan 
Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang 
tertuang dalam dokumen RPJM Desa;

c. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;

d. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal 
program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 
pencapaian SDGs Desa; dan
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a e. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau 
kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan 
pada upaya pencapaian SDGs Desa.

(3) Hasil pencermatan ulang RPJM Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memuat data dan informasi mengenai:
a. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau 

kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun 
anggaran berikutnya;

b. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan 
tujuan SDGs Desa;

c. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan

d. daftar rencana kerja sama Desa dengan pihak ketiga.

(4) Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam 
format hasil pencermatan RPJM Desa yang ada di Sistem 
Informasi Desa.

Pasal 42

Tim penyusun RKP Desa melaksanakan penyusunan rancangan 
RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa dengan berpedoman 
pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

a. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;
b. data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan 

Desa; dan
c. data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa.

Pasal 43

(1) Rancangan RKP Desa paling sedikit memuat:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;

b. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa;

d. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
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e. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang 
dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari 
pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan 
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

f. tim Pelaksana Kegiatan.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kerja sama antar 
Desa disusun dan disepakati bersama para kepala Desa 
yang melakukan kerja sama antar Desa.

(3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dituangkan dalam format rancangan RKP Desa yang 
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

(1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan prioritas program dan 
kegiatan Pembangunan Desa dan Pembangunan Perdesaan 
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/
atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program 
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan 
RKP Desa.

(4) Rancangan daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim 
penyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 45

(1) Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP 
Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi 
berita acara.

(2) Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa 
meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan 
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a perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak 
menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan 
tim RKP Desa.

(3) Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa meminta 
BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan 
Desa.

Pasal 46

(1) Kepala Desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada 
bupati/wali kota melalui camat sebagai usulan kegiatan 
hasil partisipatif di Desa untuk perencanaan pembangunan 
Daerah.

(2) Penyampaian daftar usulan RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Bupati/wali kota menginformasikan kepada Pemerintah Desa 
tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa.

(4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima 
Pemerintah Desa sebelum penetapan RKP Desa tahun 
anggaran berikutnya.

Pasal 47

(1) Kepala Desa melaksanakan Musrenbang Desa untuk 
membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa.

(2) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

(3) Kepala Desa memastikan kehadiran keterwakilan unsur 
masyarakat dalam Musrenbang Desa.

(4) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat 
menghadiri Musrenbang Desa.

(5) Ketentuan kehadiran keterwakilan unsur masyarakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan selain unsur 
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman 
pada Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Musyawarah 
Desa.
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Pasal 48

(1) Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 
ayat (1) membahas dan menyepakati:
a. hasil pencermatan evaluasi laju pencapaian SDGs Desa 

yang merujuk pada Sistem Informasi Desa;

b. rancangan RKP Desa terkait dengan pembidangan 
program dan kegiatan beserta sumber pendanaannya; 
dan

c. prioritas program dan/atau kegiatan yang difokuskan 
pada upaya mewujudkan pencapaian SDGs Desa yang 
sudah ditetapkan dalam dokumen RPJM Desa.

(2) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilakukan reviu laju pencapaian SDGs Desa dan 
upaya percepatan pencapaian SDGs Desa.

(3) Upaya percepatan pencapaian SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dirumuskan berdasarkan data 
SDGs Desa dan pencermatan hasil evaluasi laju pencapaian 
SDGs Desa yang merujuk pada Sistem Informasi Desa.

(4) Hasil kesepakatan Musrenbang Desa pembahasan rancangan 
RKP Desa dituangkan dalam berita acara.

(5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD dan seorang 
perwakilan masyarakat Desa.

(6) Berita acara hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.

(7) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa 
berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui 
Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

Pasal 49

(1) BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa menyelenggarakan 
Musyawarah Desa untuk membahas, menetapkan dan 
mengesahkan RKP Desa.

(2) Pembahasan dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah 
RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
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a a. pembahasan rancangan RKP Desa;

b. penetapan rancangan RKP Desa melalui berita acara 
Musyawarah Desa; dan

c. pengesahan dokumen RKP Desa.

(3) Berita acara Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf b ditandatangani oleh kepala Desa, ketua 
BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat 
Desa.

(4) Pengesahan dokumen RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan penandatanganan 
Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan 
ketua BPD.

(5) Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa 
Peraturan Desa tentang RKP Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) melalui Sistem Informasi Desa dan/atau 
media publikasi lainnya.

Pasal 50

(1) Format data dan informasi tentang rencana pembiayaan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

38 ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Format daftar prioritas usulan rencana program dan/atau 
kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran 
berikutnya, daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah 
berdasarkan tujuan SDGs Desa, daftar rencana kerja sama 
antar Desa, dan daftar rencana kerja sama Desa dengan 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat 
(3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.REA
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 51

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan Pembangunan 
Desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

(2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara:
a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat 

Desa;

b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau

c. padat karya tunai Desa.

(3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang 
dan/atau jasa, Pemerintah Desa dapat melibatkan penyedia 
barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; 

dan

b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Pembangunan Desa

Pasal 52

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa se 
bagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a meliputi:

a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
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a b. penyusunan rencana kerja;
c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
f. penyiapan dokumen administrasi;
g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
h. pengadaan tenaga kerja; dan
i. pengadaan bahan/material.

Pasal 53

(1) Kepala Desa memeriksa dan menetapkan daftar tim 
Pelaksana Kegiatan Pembangunan Desa yang ditetapkan 
dengan keputusan kepala Desa.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat 
Desa.

(3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, kepala Desa 
berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah 
domisili keluar Desa, dan/atau berhalangan melaksanakan 
tugas.

Pasal 54

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
53 ayat (1) bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan 
persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan 
Pembangunan Desa.

Pasal 55

(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
54 menyusun rencana kerja tim bersama kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. uraian kegiatan;

b. biaya;
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c. waktu pelaksanaan;

d. lokasi;

e. kelompok sasaran;

f. tenaga kerja; dan

g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 56

(1) Kepala Desa melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen 
RKP Desa, APB Desa, dan rencana kerja kepada masyarakat.

(2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dapat dilakukan melalui:
a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;

b. Sistem Informasi Desa;

c. papan informasi Desa; dan

d. media lain sesuai kondisi Desa.

Pasal 57

(1) Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana 
Kegiatan.

(2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui bimbingan 
teknis.

(3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat meminta bantuan 
pihak lain.

(4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) terdiri atas:
a. perangkat Desa;

b. tim Pelaksana Kegiatan;

c. panitia pengadaan barang dan jasa;

d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. unsur masyarakat Desa.
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a (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit memuat:
a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan 

kegiatan;

b. pengadaan barang dan jasa;

c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;

d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan

e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 58

(1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan 
dokumen administrasi kegiatan dengan kepala Desa.

(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) paling sedikit meliputi:
a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;

b. administrasi keuangan;

c. daftar masyarakat penerima manfaat;

d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan 
pekerjaan;

e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat 
kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang 
menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan 
Pembangunan Desa;

f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/
tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;

g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk 
tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau 
tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan 
Desa; dan

h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau 
tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan 
Desa.
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Pasal 59

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa mengutamakan 
pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang ada di Desa serta mendayagunakan 
swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pasal 60

(1) Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada di Desa 
dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit meliputi:
a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;

b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan

e. penetapan besaran upah dan/atau honor.

(2) Penetapan upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan bupati/
wali kota mengenai harga satuan pengadaan barang dan 
jasa di Desa.

(3) Dalam hal peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa menerbitkan 
keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga satuan 
barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan 
setempat.

Pasal 61

(1) Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Desa dalam 
pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 59 paling sedikit meliputi:
a. pendataan jenis dan potensi material lokal;

b. pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;

c. penentuan material atau bahan yang disediakan dari 
Desa;
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a d. penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan

e. penentuan harga material atau bahan.

(2) Penentuan harga material atau bahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e berpedoman pada peraturan bupati/
wali kota mengenai harga satuan material atau bahan di 
Desa.

(3) Dalam hal peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum ditetapkan, kepala Desa menerbitkan 
keputusan kepala Desa mengenai penetapan harga material 
atau bahan di Desa melalui survei harga satuan setempat.

Pasal 62

(1) Pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat 
Desa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa, 
paling sedikit meliputi:
a. pendataan dan penghimpunan uang atau dana, bahan 

dan material, maupun tenaga sukarela dari swadaya 
masyarakat Desa dan/atau pihak lain;

b. pendataan hibah atas tanah atau lahan dari masyarakat 
Desa dan/atau pihak lain;

c. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

d. penetapan jadwal kerja.

(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan rencana 
yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam 
APB Desa.

Pasal 63

(1) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 51 ayat (2) huruf c dikelola dengan ketentuan:
a. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, 

perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, 
serta anggota masyarakat marginal lainnya;
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b. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima 
puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan 
menggunakan pola padat karya tunai Desa; dan

c. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari.

(2) Padat karya tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) terdiri atas:
a. padat karya ekonomi produktif; dan

b. padat karya infrastruktur produktif.

(3) Padat karya ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a merupakan usaha ekonomi produktif yang 
menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar meliputi:
a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan;

b. restoran dan wisata Desa;

c. perdagangan logistik pangan;

d. perikanan;

e. peternakan;

f. industri pengolahan dan pergudangan untuk 
pangan; dan

g. usaha ekonomi produktif lainnya.

(4) Padat karya infrastruktur produktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf b meliputi infrastruktur untuk mendukung 
usaha ekonomi produktif yang menyerap tenaga kerja dalam 
jumlah besar, berupa:
a. sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha 

pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan 
dan usaha pertanian berskala produktif;

b. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil 
dan/atau industri rumahan;

c. sarana dan prasarana pemasaran;

d. sarana dan prasarana transportasi;

e. sarana dan prasarana Desa wisata;

f. sarana dan prasarana Desa digital; dan

g. sarana dan prasarana pendukung usaha ekonomi 
produktif lainnya.
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(1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan 
hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, 
bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada diatasnya 
yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak 
bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian 
ganti kerugian yang layak dan adil.

(3) Pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

(4) Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan 
hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai 
dengan harga pasar.

(5) Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan 
hak masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran dan 
biaya kegiatan.

Paragraf 3
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 65

Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan paling 
sedikit meliputi:

a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.
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Pasal 66

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan 
kegiatan untuk membahas:
a. perkembangan pelaksanaan kegiatan;

b. pengaduan masyarakat;

c. permasalahan, kendala, hambatan  dan penanganannya;

d. target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

(2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
paling sedikit 3 (tiga) kali mengikuti perkembangan 
pelaksanaan kegiatan.

(3) Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan 
rapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai 
dengan kebutuhan.

Pasal 67

(1) Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Pembangunan 
Desa dengan cara:
a. memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh 

proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 
Desa; dan

b. melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai 
dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

(2) Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan 
dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan 
meliputi:
a. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% 

(nol persen);

b. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 
50% (lima puluh persen); dan

c. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% 
(seratus persen).
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a (3) Pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga 
pendamping profesional sesuai bidangnya.

(4) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan 
kepada kepala Desa.

Pasal 68

(1) Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan 
kegiatan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa.

(2) Perubahan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjadi:
a. peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, 

banjir dan/atau kerusuhan sosial;

b. kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau

c. kelangkaan bahan material.

(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan:
a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan 

dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya 
masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan 
keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
dan/atau pemerintah kabupaten/kota;

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam 
APB Desa, kecuali jika kegiatan:

1. sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan 
masyarakat Desa; atau

2. terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a.

c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan 
kegiatan disetujui oleh kepala Desa.

(4) Dalam hal tim Pelaksana Kegiatan tidak menaati ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Desa dapat 
menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 69

(1) Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas 
dan menyepakati perubahan pelaksanaan kegiatan yang 
dituangkan dalam berita acara.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi 
perubahan gambar desain dan perubahan rencana anggaran 
biaya.

(3) Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

(1) Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan 
dan penyelesaian masalah masyarakat dalam pelaksanaan 
kegiatan Pembangunan Desa paling sedikit meliputi kegiatan:
a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. menganalisis pengaduan;

c. penetapan status masalah;

d. penanganan masalah; dan

e. penyelesaian dan penetapan penyelesaian masalah.

(2) Penanganan pengaduan dan masalah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor; dan

b. mengadministrasikan bukti pengaduan.

(3) Penyelesaian masalah yang bersifat administrasi dan teknis 
prosedural maupun masalah pelanggaran hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
a. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat;

b. pelaksana kegiatan;

c. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan 
penyelesaian masalah;

d. melibatkan masyarakat Desa dalam penyelesaian masalah;

e. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan 
memperhatikan kearifan lokal Desa; dan

f. menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
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(1) Kepala Desa bekerja sama dengan tim Pelaksana Kegiatan, 
BPD dan/atau unsur masyarakat Desa dalam penanganan 
penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
70 ayat (3).

(2) Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara 
mandiri oleh Desa, kepala Desa dan/atau BPD melaporkan 
kepada bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Pasal 72

(1) Tim Pelaksana Kegiatan menyusun dan menyampaikan 
laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap bulanan.

(2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:
a. uraian kegiatan;

b. belanja biaya;

c. pencapaian target waktu pelaksanaan;

d. lokasi;

e. jumlah kelompok sasaran;

f. jumlah dan jenis tenaga kerja; dan

g. daftar tim Pelaksana Kegiatan.

(3) Tim Pelaksana Kegiatan memasukan laporan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ke dalam Sistem Informasi Desa.

(4) Kepala Desa mengesahkan laporan perkembangan pelaksanaan 
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dengan cara membubuhkan tanda tangan elektronik.
(5) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan 
dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan 
dalam format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan 
Pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran VII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.
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Pasal 73

(1) Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa 
dilaksanakan dengan cara:
a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang 

perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas 
pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan 
Desa; dan

c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan 
hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan keberlanjutan 
hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 74

(1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), kepala Desa menyusun dan 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan Pembangunan Desa dalam Musyawarah Desa.

(2) Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan 
kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan 
peserta Musyawarah Desa.

(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.

(4) Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan 
atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertang-
gungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
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PEMBERDAyAAN MASyARAKAT DESA

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 75

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilakukan oleh:
a. Desa;
b. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah; dan
c. pihak lain.

Pasal 76

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a 
dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul 
dan kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh:
a. Pemerintah Desa;

b. BPD;

c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;

d. Lembaga Adat Desa;

e. badan usaha milik Desa;

f. badan kerja sama antar Desa;

g. pelaksana yang disepakati dalam hal kerja sama Desa 
dengan Pihak Ketiga;

h. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

i. unsur masyarakat individual dan/atau kelompok 
masyarakat.

Pasal 77

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh pemerintah pusat 
dan/atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 75 huruf b dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. pemerintah pusat melalui kementerian dan/atau lembaga 

pemerintah nonkementerian; dan

b. pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah 
daerah kabupaten/kota melalui perangkat daerah yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pembangunan 
dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

(3) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dapat dibantu pendamping profesional yang 
dikontrak oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah 
daerah.

Pasal 78

(1) Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh 
pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf 
c merupakan wujud peran serta masyarakat sipil dalam 
Pendampingan Desa.

(2) Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh:
a. lembaga profesional;

b. asosiasi profesi;

c. organisasi masyarakat sipil;

d. lembaga swadaya masyarakat;

e. perguruan tinggi dan/atau lembaga pendidikan lain;

f. organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan, 
organisasi sosial, organisasi kepemudaan, organisasi 
wanita, organisasi atau kelompok seni budaya; dan

g. perusahaan dan/atau badan usaha lain.REA
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Program dan/atau Kegiatan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa

Paragraf 1
Umum

Pasal 79

Program dan/atau kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
meliputi:

a. pengembangan kapasitas masyarakat dan Pemerintahan 
Desa dalam Pembangunan Desa;

b. penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa;
c. penguatan kelembagaan Desa dinamis; dan
d. penguatan budaya Desa adaptif.

Paragraf 2
Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa

Pasal 80

Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
79 huruf a dilaksanakan melalui:

a. pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran;
b. penyuluhan; dan
c. Pendampingan Desa.

Pasal 81

(1) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 80 huruf a difokuskan pada 
peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai 
upaya pencapaian SDGs Desa dengan materi pembelajaran 
mengenai:
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a. kebijakan SDGs Desa;

b. Pendataan Desa;

c. Sistem Informasi Desa;

d. tata kelola Pemerintahan Desa;

e. tata kelola Pembangunan Desa; dan

f. alih pengetahuan dan teknologi tepat guna.

(2) Pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pelatihan dalam kelas;

b. pembelajaran mandiri;

c. komunitas pembelajar berupa kelompok belajar 
dan/atau kelompok diskusi;

d. mentoring;

e. sekolah lapang;

f. studi banding;

g. pemagangan;

h. pembelajaran jarak jauh; dan

i. cara pembelajaran lainnya sesuai kondisi objektif Desa.

Pasal 82

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf 
b difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, 
dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan cara:
a. ceramah;

b. simulasi;

c. praktik lapang; dan

d. cara penyuluhan lainnya yang sesuai kondisi objektif 
Desa.REA
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(1) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
80 huruf c difokuskan pada peningkatan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap mengenai upaya pencapaian SDGs 
Desa.

(2) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud dalam pada 
ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. pendampingan kepada Pemerintah Desa dan badan 

permusyawaratan Desa dalam mengelola kegiatan Pendataan 
Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan 
Pembangunan Desa, kerja sama antar Desa, dan kerja 
sama Desa dengan pihak ketiga serta pembentukan 
dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau 
badan usaha milik Desa Bersama difokuskan pada 
upaya pencapaian SDGs Desa;

b. Pendampingan Desa untuk berpartisipasi aktif dalam 
Pembangunan Desa difokuskan pada upaya mewujudkan 
SDGs Desa; dan

c. meningkatkan kualitas Pemerintahan Desa dan kualitas 
partisipasi masyarakat Desa melalui mentoring, pembelajaran 
secara mandiri, dan/atau pembelajaran melalui komunitas 
pembelajar.

Paragraf 3
Penegakan Hak dan Kewajiban Desa serta 

Masyarakat Desa

Pasal 84

(1) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b difokuskan 
pada upaya pencapaian SDGs Desa.

(2) Penegakan hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pengembangan paralegal;

b. bantuan hukum;
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c. advokasi kebijakan;

d. pengembangan akuntabilitas sosial;

e. pengembangan keterbukaan informasi Pembangunan 
Desa; dan

f. pengembangan jurnalisme warga.

Paragraf 4
Penguatan Kelembagaan Desa Dinamis

Pasal 85

(1) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 huruf c difokuskan pada upaya pencapaian 
SDGs Desa.

(2) Penguatan kelembagaan Desa dinamis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. ketahanan sosial masyarakat Desa dan perdesaan;

b. kaderisasi masyarakat Desa;

c. advokasi kewenangan dan regulasi Desa;

d. konsolidasi partisipasi masyarakat Desa; dan

e. penguatan kerja sama antar Desa, kerja sama Desa 
dengan pihak ketiga, dan jaringan sosial.

Paragraf 5
Penguatan Budaya Desa Adaptif

Pasal 86

(1) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79 huruf d difokuskan pada upaya pencapaian 
SDGs Desa.

(2) Penguatan budaya Desa adaptif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. pengembangan modal sosial budaya Desa dan perdesaan;

b. pengembangan Desa inklusif dan desa adat;
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a c. swakelola Pembangunan Desa;

d. pemajuan kebudayaan Desa;

e. pemberdayaan masyarakat adat;

f. Pemberdayaan Masyarakat Desa berbasis adat dan 
budaya; dan

g. peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Lembaga Adat Desa.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN, DAN 

PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 87

(1) Pemantauan dilakukan dengan cara:
a. pemantauan partisipatif; dan

b. pemantauan teknokratis.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk mengendalikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa agar berjalan secara efektif dan efisien 
sesuai target waktu, target realisasi keuangan dan target 
realisasi kegiatan dalam mewujudkan pencapaian SDGs 
Desa.

Pasal 88

(1) Pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.

(2) Hasil pemantauan partisipatif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam format hasil pemantauan 
partisipatif.
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(3) Hasil pemantauan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disampaikan kepada BPD.

Pasal 89

(1) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
87 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Pemantauan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) menggunakan sistem peringatan dini secara digital dalam 
Sistem Informasi Desa.

(3) Dalam hal terjadi peringatan dini oleh Sistem Informasi 
Desa dikarenakan pelaksanaan program dan/atau kegiatan 
Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak mencapai target waktu, target realisasi biaya dan/
atau target realisasi kegiatan, dilakukan:
a. pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dibantu 

pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan 
tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan 
program dan/atau kegiatan;

b. Pemerintah Desa bersama tim Pelaksana Kegiatan 
melakukan percepatan pelaksanaan program dan/atau 
kegiatan Pembangunan Desa; dan

c. pemerintah dan pemerintah daerah provinsi memantau 
dan memberikan dukungan jika dibutuhkan terhadap 
upaya percepatan-percepatan pelaksanaan program dan/
atau kegiatan Pembangunan Desa.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 90

(1) Evaluasi dilakukan dengan cara:
a. evaluasi Pembangunan Desa; dan

b. evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
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a (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk mengendalikan laju pencapaian SDGs Desa.

Pasal 91

(1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 90 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/
kota.

(2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara 
digital dalam Sistem Informasi Desa.

(3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dikarenakan terjadi perlambatan laju pencapaian 
SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan 
dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah 
Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju 
pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.

(4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat 
laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki Desa, Kementerian menetapkan status 
kedaruratan SDGs Desa.

(5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan 
program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk 
Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan 
SDGs Desa.

(6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pasal 92

(1) Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf b dilaksanakan 
oleh Kementerian, kementerian/lembaga pemerintah 
nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah 
daerah kabupaten/kota.
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(2) Hasil evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi umpan balik untuk:
a. peningkatan kualitas pendampingan;

b. input merumuskan kebijakan dan regulasi tentang Desa;

c. peningkatan usaha ekonomi masyarakat;

d. peningkatan usaha ekonomi produktif yang dikelola badan 
usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;

e. resolusi konflik; dan

f. pengembangan program dan atau kegiatan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa lainnya.

(3) Evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
a. kunjungan dinas/pengamatan langsung;

b. diskusi dengan masyarakat Desa dan perangkat Desa;

c. riset, studi/kajian, dan survei;

d. evaluasi digital berbasis Sistem Informasi Desa;

e. publikasi; dan/atau

f. pengaduan dan keluhan masyarakat.

(4) Laporan hasil evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
secara terbuka melalui Sistem Informasi Desa dan media 
publikasi lainnya.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 93

(1) Pengawasan dilakukan dengan cara:
a. pengawasan partisipatif; dan

b. pengawasan teknokratis.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan 
untuk memastikan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dikelola sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan.
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a Pasal 94

(1) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
93 ayat (1) huruf a dilakukan oleh masyarakat Desa.

(2) Pengawasan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan untuk mengendalikan kinerja pengelola 
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
yaitu:
a. kepala Desa;

b. perangkat Desa;

c. kelompok kerja Pendataan Desa;

d. tim penyusun RPJM Desa;

e. tim penyusunan RKP Desa;

f. panitia pengadaan barang dan jasa di Desa; dan

g. tim Pelaksana Kegiatan.

(3) Dalam hal masyarakat Desa menemukan adanya kinerja 
pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masyarakat 
Desa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada 
BPD dan/atau menyampaikan aspirasi secara tidak langsung 
melalui kotak pengaduan.

Pasal 95

(1) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 93 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 
kabupaten/kota.

(2) Pengawasan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan melalui mekanisme:
a. pengawasan kinerja; dan

b. pengawasan ketaatan administrasi.

(3) Pengawasan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a dilaksanakan dengan menggunakan sistem peringatan 
dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
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(4) Dalam hal terjadi peringatan dini dikarenakan rendahnya 
kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa, dilakukan tindakan:

a. pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dibantu pendamping 
profesional, memfasilitasi para pengelola Pembangunan Desa 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan 
kinerja; dan

b. pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi mengawasi 
dan memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan 
kinerja pengelola Pembangunan Desa dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa.

(5) Pengawasan ketaatan administratif secara teknokratis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan 
oleh aparat pemeriksa internal pemerintah daerah kabupaten/
kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pembinaan

Pasal 96

(1) Pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian, kementerian/
lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah 
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. penyediaan Sistem Informasi Desa oleh Kementerian;

b. penyediaan panduan fasilitasi Pembangunan Desa dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa;

c. mentoring bagi Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat 
Desa; dan

d. penyediaan kurikulum, bahan dan media pembelajaran 
untuk pembelajaran mandiri dan/atau pengembangan 
komunitas pembelajar bagi Pemerintah Desa, BPD dan 
masyarakat Desa.
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KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pendataan 
Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa harus menyesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) 
tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan 
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261), dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR
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Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 
1633

Eko Bambang Riadi

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata 
Laksana
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a LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN 
YANG MASUK KE DESA
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Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan 

Tatalaksana

Teguh

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDUL HALIM ISKANDAR
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a LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
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a Judul Kolom Diisi dengan
a Nomor bidang
b Bidang
c Penomoran kegiatan
d Nama program/ kegiatan
e SDGs Desa ke
f Data eksisting (pada tahun berjalan) terkait SDGs Desa yang disasar oleh program/ 

kegiatan

g Target capaian tahun ke 1
h Target capaian tahun ke 2
i Target capaian tahun ke 3
j Target capaian tahun ke 4
k Target capaian tahun ke 5
l Target capaian tahun ke 6
m Lokasi kegiatan RT/ RW/ Dusun
n Jumlah output & satuan
o Jumlah dan pihak penerima manfaat
p Waktu pelaksanaan tahun ke 1 (isi dengan centang)
q Waktu pelaksanaan tahun ke 2 (isi dengan centang)
r Waktu pelaksanaan tahun ke 3 (isi dengan centang)
s Waktu pelaksanaan tahun ke 4 (isi dengan centang)
t Waktu pelaksanaan tahun ke 5 (isi dengan centang)
u Waktu pelaksanaan tahun ke 6 (isi dengan centang)
v Jumlah biaya
w Sumber biaya (PADes/ DD/ ADD/ BHPD-RD/ BKProv/ BKKab/

lain-lain
x Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga

MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan 

Tatalaksana

Teguh
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LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

FORMAT BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN DALAM 
MUSRENBANG PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA
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a MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,
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ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan 

Tatalaksana

Teguh
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LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
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a LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG RENCANA 
PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
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MENTERI DESA,

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan 

Tatalaksana

Teguh
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a LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
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PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA 
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
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  193

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/

JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN 

BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 
Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
disebutkan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan 

SALINAN
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es

a Barang/Jasa Pemerintah merupakan satu-satunya 
lembaga pemerintah yang mempunyai tugas 
mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
pengadaan barang/jasa pemerintah;

  b. bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (6) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tata cara 
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa 
di Desa diatur dengan Peraturan Bupati/
Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa berpedoman pada peraturan perundang-
undangan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa 
di Desa;

  c. bahwa dalam rangka mempermudah penyusunan 
peraturan Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
diperlukan pedoman bagi Bupati/Walikota 
untuk menyusun Peraturan Bupati/Walikota 
tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, 
perlu menetapkan Peraturan Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321);

  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 
tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 314);

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611);

  5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
TENTANG PEDOMAN PENyUSUNAN TATA 
CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.REA
DIN

G C
OPY
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a BAB I 
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu 
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang  disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah  
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah 
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa.

6. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut 
RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut 
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa
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8. Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan Desa yang 
selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan 
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan 
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, 
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota.

9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang  dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan 
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang 
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

11. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa 
yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD).

12. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang 
menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan 
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

14. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau 
masyarakat desa sekitar lainnya.

15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia 
adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan 
barang/jasa.
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a 16. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang 
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung 
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran 
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

17. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan 
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran 
tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan 
oleh TPK.

18. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang 
memenuhi syarat.

19. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan 
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

20. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan 
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintah.

21. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses 
pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan 
bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Bagian Kedua 
Prinsip

Pasal 2

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai 
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya;
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c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 
oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan 
sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat 
mengelola pembangunan desanya;

f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan 
yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang 
setara dan memenuhi persyaratan;

h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua 
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga 
Etika

Pasal 3

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus 
mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan 
tujuan Pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan  untuk 
mencegah penyimpangan Pengadaan;

c. tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
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a d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan 
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak 
yang terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan 
pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat 
dalam Pengadaan;

f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran 
keuangan desa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 4

(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang 
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3) Tata cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan 
Kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB 
Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

(4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga 
ini dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat 
setempat.REA

DIN
G C

OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 201

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

Pasal 5

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui 
Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 
yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan 
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola 
maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik 
sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Tata 
Cara Pengadaan dan contoh Peraturan Bupati/Walikota tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Lembaga ini.

BAB III 
PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 8

Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:
a. Kepala Desa;
b. Kasi/Kaur;
c. TPK;
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a d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.

Bagian Kedua 
Kepala Desa

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam 

RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada 
tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, 
dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi/Kepala Urusan

Pasal 10

(1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai 
bidang tugasnya.

(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;

b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada 
TPK;

c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas 
nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;

d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;

e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;

f. menerima hasil Pengadaan;

g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya 
kepada Kepala Desa; dan

h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai 
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita 
acara penyerahan.
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(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila 
anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak 
mencukupi.

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat 
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 11

(1) TPK terdiri dari unsur:
a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Masyarakat.

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) 
orang.

(3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil 
TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan 
melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;

e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada 
Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
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a (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara 
Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari 
anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/
pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya mem-
perhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima 
Masyarakat

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:
a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pengadaan.

Bagian Keenam 
Penyedia

Pasal 13

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, 

tukang kayu, dan sejenisnya;
b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan 

fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang 

dibutuhkan; dan
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan 

tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan.REA
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BAB IV 
PENyELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam 
Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan 
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian 
perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin 
oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian 
perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  V 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN 

SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu 
Pembinaan

Pasal 15

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat 
daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah 
yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa melibatkan UKPBJ di kabupaten/kota 
setempat.
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a (3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang 
membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Bagian Kedua 
Pengawasan

Pasal 16

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/
Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/
Walikota melalui APIP.

Bagian Ketiga 
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 17

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB VI 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga ini 
tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1506), 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2019

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG / JASA

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ,

ttd
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a Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019    

NOMOR 1455
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LAMPIRAN I
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI DESA

PEDOMAN PENyUSUNAN TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DAFTAR ISI

BAB I PERENCANAAN PENGADAAN .................................  2
BAB II  PERSIAPAN PENGADAAN ........................................  3
  A. Persiapan Pengadaan secara Swakelola ..........  3
  B. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia ..........  4
BAB III  PELAKSANAAN  PENGADAAN ...............................  5
  A. Pengadaan secara Swakelola ............................  5
  B. Pengadaan melalui Penyedia ............................  6
BAB IV  PELAPORAN DAN SERAH TERIMA ......................  14

BAB I 
PERENCANAAN PENGADAAN

1. Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

2. Perencanaan Pengadaan yang dimuat dalam RKP Desa 
meliputi:
a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;

d. biaya;
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a e. sasaran;

f. waktu pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang 
akan dilakukan.

3. Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud 
pada angka 2 dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Musrenbangdes dalam penyusunan RKP Desa.

4. Pengumuman
a. Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP 

Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media 
informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang 
kurangnya pada papan pengumuman Desa.

b. Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit 
memuat:

1) Nama Kegiatan;

2) Nilai Pengadaan;

3) Jenis Pengadaan;

4) Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

5) Nama TPK;

6) Lokasi; dan

7) Waktu Pelaksanaan.

5. Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam 
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa 
dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.
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BAB II 
PERSIAPAN PENGADAAN

A. Persiapan Pengadaan secara Swakelola
1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara 

Swakelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) yang terdiri dari:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 
dan peralatan;

c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

e. RAB Pengadaan yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/
Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.

2. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan 
Pengadaan melalui Swakelola berupa:
a. gambar rencana kerja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. spesifikasi teknis;

d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan

e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 
dan peralatan.

3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan 
yang dihitung dengan menggunakan data/informasi antara 
lain:
a. Harga pasar di Desa setempat; atau

b. Harga di desa terdekat dari desa setempat.

c. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan 
RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu 
rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan 
dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada 
DPA.

REA
DIN

G C
OPY



212 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a 4. Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB 
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, 
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor 
kepada Kepala Desa.

5. Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 kepada 
TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

B. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia
1. Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui 

Penyedia berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
yang terdiri atas:
a. waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila 
diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

e. rancangan surat perjanjian.

2. HPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d adalah 
harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur 
menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui 
Penyedia dengan merujuk pada harga pasar. Harga pasar 
diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga 
barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar lainnya, 
menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia. Kasi/Kaur 
dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila 
barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.  
Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan 
kondisi sebagai berikut:
a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka 

harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia 
tersebut.

b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka 
harga pasar adalah

1) harga yang paling banyak ditemukan; atau
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2) harga yang paling rendah, jika tidak ada harga 
sebagaimana dimaksud pada angka 1).

3. Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung 
dengan cara:
a. Menggunakan data/informasi antara lain:

1) Harga pasar di Desa setempat; atau

2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam 
hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa 
setempat.

b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang 
diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat 
yang memerlukan biaya angkut).

4. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada 
DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek 
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu 
melakukan revisi RAB pada DPA.

5. Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA 
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan 
tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada 
Kepala Desa.

6. Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka 
1 huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan 
penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan 
kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan 
lain-lain.

7. Dalam hal pelaksanaan Pengadaan dilakukan oleh TPK, 
Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada TPK untuk 
dilakukan Pengadaan.REA
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PELAKSANAAN PENGADAAN

A. Pengadaan Secara Swakelola
1. Ketentuan Umum
 Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan 

Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana 
dimaksud pada tahap Persiapan Pengadaan Bab II.

2. Pelaksanaan
a. Swakelola dilaksanakan oleh:

1) TPK; atau

2) TPK dengan melibatkan masyarakat.

b. Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara 
lain:

1) TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan 
catatan hasil pembahasan.

2) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ 
tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Narasumber  dapat berasal dari masyarakat Desa 
setempat, organisasi  perangkat daerah kabupaten/
kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau

b) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat 
Desa setempat.

3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan 
dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.

4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 
sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang 
tercatat/dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola 
membutuhkan sarana prasarana/peralatan/material/bahan 
yang tidak dimiliki/ tidak dikuasai Desa maka TPK 
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.

3. Pengendalian
a. Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan 

kegiatan Swakelola meliputi antara lain:
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1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

2) penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/ 
peralatan dan material/bahan.

b. Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan 
evaluasi kegiatan Swakelola.

c. Apabila dalam hasil evaluasi kegiatan Swakelola 
ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK 
untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 
pelaksanaan pekerjaan.

4. Pengumuman
a. Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola 

diumumkan melalui media informasi yang mudah 
diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada 
papan pengumuman Desa.

b. Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan 
pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya 
dilakukan di lokasi pekerjaan.

c. Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola 
meliputi:

1) Nama Kegiatan;

2) Nilai Pengadaan;

3) Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

4) Nama TPK;

5) Lokasi; dan

6) Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

B. Pengadaan Melalui Penyedia
1. Ketentuan Umum
 Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:

a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun 
oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Tahap 
Persiapan Pengadaan Bab II.
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a b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/belanja 
yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

 Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung 
pelaksanaan Swakelola antara lain:

1) pembelian material pada Swakelola pembangunan 
jembatan Desa;

2) sewa peralatan untuk Swakelola pembangunan balai 
Desa;

3) konsultan untuk merencanakan pembangunan kantor 
Desa; atau

4) konsultan untuk mengawasi pembangunan kantor 
Desa. 

 Contoh kebutuhan untuk kegiatan/belanja yang tidak 
dapat dilaksanakan dengan Swakelola antara lain:

1) pengadaan komputer, printer, dan kertas;

2) langganan internet;

3) pengadaan alat pengeras suara;

4) sewa tenda;

5) pengadaan kendaraan bermotor; dan/atau

6) pengadaan traktor.

c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat.

d. dalam hal Penyedia memerlukan bahan/alat/material 
maka diutamakan menggunakan bahan/alat/material 
dari lokasi pekerjaan setempat.

e. Untuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK 
menyusun dokumen Lelang yang memuat antara lain:

1) ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka 
Acuan Kerja (KAK);

2) Daftar Kuantitas dan Harga;

3) spesifikasi teknis;

4) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

5) waktu pelaksanaan pekerjaan;
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6) persyaratan administrasi;

7) rancangan surat perjanjian; dan

8) nilai total HPS.

f. Persyaratan administrasi untuk Penyedia berupa surat 
pernyataan kebenaran usaha. Untuk pengadaan seperti 
kendaraan bermotor, genset, traktor, dan pengadaan 
dengan metode Lelang, persyaratan administrasi untuk 
Penyedia berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP).

2. Pelaksanaan
a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan 

dengan cara:

1) Pembelian Langsung;

2) Permintaan Penawaran; atau

3) Lelang.

b. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia memperhatikan 
hal- hal sebagai berikut:

1) Pembelian Langsung

a) Pembelian langsung adalah metode pengadaan 
yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar 
langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/
Kaur atau TPK.

b) Tata cara Pembelian Langsung adalah sebagai 
berikut:

(1) Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;

(2) Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh 
harga yang lebih murah; dan

(3) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti 
pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/
Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

c) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian 
Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia 
yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun 
anggaran berturut-turut.
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a d) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, 
Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung 
kepada Penyedia lain di Desa setempat atau 
sekitar.

e) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu 
menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK 
dapat melakukan Pembelian Langsung kepada 
Penyedia yang sama.

2) Permintaan Penawaran

a) Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan 
dengan membeli/membayar langsung dengan 
permintaan penawaran tertulis paling sedikit 
kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh 
TPK.

b) Tata cara Permintaan Penawaran adalah sebagai 
berikut:

(1) TPK meminta penawaran secara tertulis 
dari minimal 2 (dua) Penyedia. Permintaan 
penawaran dilampiri dokumen persyaratan 
teknis (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian 
barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar 
rencana kerja (apabila diperlukan),  dan/atau 
waktu pelaksanaan pekerjaan) dan dan/atau 
formulir surat pernyataan kebenaran usaha;

(2) Penyedia menyampaikan surat penawaran 
sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang 
dan harga disertai surat pernyataan kebenaran 
usaha;

(3) TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

(4) Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila 
memenuhi persyaratan teknis dan harga;

(5) Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 
(satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan 
harga penawaran terendah sebagai pemenang 
untuk melaksanakan pekerjaan;
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(6) Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia 
menawar dengan harga yang sama, maka TPK 
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang 
lebih murah;

(7) Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang 
lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-
menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh 
harga yang lebih murah;

(8) Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) 
sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan 
(7), dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Negosiasi;

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti 
pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/
Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran 
dengan Penyedia; dan

(10)  Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 
1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat 
dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

3) Lelang

a) Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk 
semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua 
Penyedia yang memenuhi syarat.

b) Tata cara Lelang sebagai berikut:

(1) pengumuman Lelang;

(2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

(3) pemasukan Dokumen Penawaran;

(4) evaluasi penawaran;

(5) Negosiasi; dan

(6) penetapan pemenang.

c) Dalam melaksanakan  Lelang perlu memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut:
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a (1) Pengumuman Lelang 

i. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta 
Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.

ii. Pengumuman dilakukan melalui media 
informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, sekurang-kurangnya di papan 
pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan 
sekurang-kurangnya berisi:

i) Nama paket pekerjaan;

ii) nama TPK;

iii) lokasi pekerjaan;

iv) ruang lingkup pekerjaan;

v) nilai total HPS;

vi) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 
dan

vii) jadwal proses Lelang.

iii. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, 
TPK dapat mengirimkan undangan tertulis 
kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

(2) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang

i. Penyedia mendaftar untuk mengikuti Lelang.

ii. TPK memberikan dokumen Lelang kepada 
Penyedia yang mendaftar.

(3) Pemasukan Dokumen Penawaran

 Penyedia menyampaikan penawaran tertulis 
berisi dokumen administrasi serta penawaran 
teknis dan harga.

(4) Evaluasi Penawaran

i. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.

ii. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila 
memenuhi persyaratan administrasi, teknis 
dan harga.
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(5) Negosiasi

i. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia 
yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi 
(tawar-menawar) yang dituangkan 
dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

ii. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu)  Penyedia 
yang lulus menawar dengan harga yang 
sama, maka TPK melakukan negosiasi 
(tawar-menawar) dengan setiap Penyedia 
untuk memperoleh harga yang lebih murah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Negosiasi.

(6) Penetapan Pemenang

i. TPK menetapkan Penyedia dengan harga 
penawaran terendah sebagai pemenang 
untuk melaksanakan pekerjaan.

ii. Transaksi dituangkan dalam bentuk surat 
perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana 
kegiatan anggaran dengan Penyedia.

c. Contoh jenjang nilai Pengadaan melalui Penyedia 
sebagai berikut:

1) Pembelian Langsung

 Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai 
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

2) Permintaan Penawaran

 Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan sampai 
dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

3) Lelang

 Dilaksanakan untuk Paket Pengadaan di atas 
Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Jenjang nilai Pengadaan sebagaimana yang dimaksud  
pada huruf c dapat ditetapkan berbeda oleh Bupati/
Walikota sesuai dengan wilayah masing-masing.
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a 3. Pengendalian
a. Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan 

yang tercantum dalam bukti transaksi.

b. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam 
pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur 
memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan 
target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang 
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi 
kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti 
transaksi.

4. Bukti Transaksi
a. Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:

1) bukti pembelian (contoh: setruk, nota, kuitansi); dan

2) surat perjanjian.

b. Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada huruf a 
angka 1) digunakan untuk Pengadaan dengan metode 
Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

5. Perubahan Surat Perjanjian
a. Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:

1) terjadi keadaan kahar; atau

2) terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada 
saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis/KAK.

b. Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 
2), Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan 
surat perjanjian yang meliputi perubahan:

1) spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

2) volume; dan/atau

3) jadwal pelaksanaan.

c. Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan 
perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan 
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perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian 
dokumen anggaran.

d. Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud 
pada huruf d berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

e. Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh 
Kepala Desa.

C. Pengumuman
1. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui 

Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, sekurang- kurangnya pada papan pengumuman 
di kantor Desa.

2. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui 
Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang 
meliputi:
a. Nama Kegiatan;

b. Nama Penyedia;

c. Nilai Pengadaan;

d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

e. Lokasi; dan

f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal 
selesai).

REA
DIN

G C
OPY



224 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a BAB IV
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

1. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus 
persen).

2. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 disertai 
dengan dokumen pendukungnya.

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani 

Berita Acara Serah Terima (BAST); atau

b. melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara 
Serah Terima (BAST).

4. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan 
sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita 
acara penyerahan.

5. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan 
yang telah dilaksanakan.

6. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
angka 4 dan angka 5 harus disimpan dan dapat diakses 
oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN 
BARANG/JASA DI DESA

CONTOH PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG TATA 
CARA PENGADAAN-PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

PERATURAN BUPATI/WALIKOTA……. NOMOR……..TAHUN…….
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI/WALIKOTA…….,

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan 
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati/Walikota… Nomor…. Tahun…. tentang 
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
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a Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558);

  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
1037);

  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 611);

  6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor ….. Tahun 
…. Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun ….. Nomor …..);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI/WALIKOTA….… 
NOMOR….. TAHUN… TENTANG TATA CARA 
PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.
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BAB I 
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu 
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah 
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah 
yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 
disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa.

6. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP 
Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

7. Dokumen  Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, 
anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana 
untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan 
yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
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a 8. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut 
Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola 
dan/atau penyedia barang/jasa.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya 
disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan 
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur 
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk 
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan 
Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

10. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa 
meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan 
lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang 
ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, 
atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai 
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan 
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa 
yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan 
Desa (PPKD).

13. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat 
Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang 
menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

14. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK 
adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan 
kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan 
jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 229

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

15. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau 
masyarakat desa sekitar lainnya.

16. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia 
adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan 
barang/jasa.

17. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang 
dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung 
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran 
tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.

18. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan 
membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran 
tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan 
oleh TPK.

19. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang 
memenuhi syarat.

20. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan 
dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

21. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya 
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan 
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan 
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi 
Pemerintah.

22. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses 
pembentukan peraturan bupati/walikota, konsultasi dan 
bimbingan teknis Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah 
untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam 
melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa.
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a Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati/Walikota ini adalah 
agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

BAB III
TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai 
kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 
menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai 
hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan 
dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya;

c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai 
Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 
oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;

d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan 
sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat 
mengelola pembangunan desanya;

f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat 
dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan 
yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang 
setara dan memenuhi persyaratan;
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h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua 
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi 
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan 
ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat 
dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus 
mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung 
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan 
tujuan Pengadaan;

b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan 
informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan 
untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;

c. tidak saling memengaruhi baik langsung maupun tidak 
langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang 
terkait; menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan 
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha 
tidak sehat dalam Pengadaan;

e. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran 
keuangan desa;

f. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/
atau kolusi; dan

g. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan 
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, 
rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang 
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.REA
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RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

(1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang 
kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.

(2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui 
Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya 
yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan 
partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan 
kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola 
maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik 
sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:
a. mendukung Swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB  V 
PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Para Pihak Dalam Pengadaan 

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:
a. Kepala Desa;
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b. Kasi/Kaur;
c. TPK;
d. Masyarakat; dan
e. Penyedia.

Bagian Kedua 
Kepala Desa

Pasal 10

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:
a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam 

RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada 
tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, 
dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi/Kepala Urusan

Pasal 11

(1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai 
bidang tugasnya.

(2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;

b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada 
TPK;

c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas 
nilai yang ditetapkan Musrenbangdes;

d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;

e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;

f. menerima hasil Pengadaan;

g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya 
kepada Kepala Desa; dan
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a h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai 
bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita 
acara penyerahan.

(3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau 
menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila 
anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak 
mencukupi.

(4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola 
Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat 

Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

(1) TPK terdiri dari unsur:
a. Perangkat Desa;

b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan

c. Masyarakat.

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) 
orang.

(3) Berdasarkan pertimbangkan kompleksitas Pengadaan, personil 
TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Organisasi TPK terdiri atas:
a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
a. melaksanakan Swakelola;

b. menyusun dokumen Lelang;

c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan 
melalui Penyedia;

d. memilih dan menetapkan Penyedia;
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e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada 
Kasi/Kaur; dan

f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.

(6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara 
Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari 
anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/
pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honor sebesar Rp… dari nilai kegiatan 
yang dilaksanakan.

Bagian Kelima 
Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut, 
namun tidak terbatas pada:

a. Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
b. Berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan 

Pengadaan.

Bagian Keenam 
Penyedia

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, 

tukang kayu, dan sejenisnya;
b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan 

fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang 

dibutuhkan; dan
d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan 

tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaan.

REA
DIN

G C
OPY



236 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a BAB VI 
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 15

(1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan 
RKP Desa.

(2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
a. jenis kegiatan;

b. lokasi;

c. volume;

d. biaya;

e. sasaran;

f. waktu pelaksanaan kegiatan;

g. pelaksana kegiatan anggaran;

h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang 
akan dilakukan.

(3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil 
Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.

(4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja 
Kegiatan Desa.

Pasal 16

(1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa  
diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang 
mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada 
papan pengumuman Desa.

(2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
a. Nama Kegiatan;

b. Nilai Pengadaan;

c. Jenis Pengadaan;
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d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

e. Nama TPK;

f. Lokasi; dan

g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII 
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Pasal 17

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara 
Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;

b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 
dan peralatan;

c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan

e. RAB Pengadaan.

(2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya 
kegiatan Swakelola.

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan 
Pengadaan melalui Swakelola berupa:
a. gambar rencana kerja;

b. jadwal pelaksanaan kegiatan;

c. spesifikasi teknis;

d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan

e. Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, 
dan peralatan.
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a (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan RAB Pengadaan 
yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.

(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.

(6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar 
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di 
desa setempat.

(7) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan 
RAB pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian 
objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih 
dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB 
pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, 
pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor 
kepada Kepala Desa.

(9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada 
TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 18

(1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara 
Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
a. waktu pelaksanaan pekerjaan;

b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila 
diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);

d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan

e. rancangan surat perjanjian.

(2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan 
oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan 
melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 239

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

(3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang 
harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau desa sekitar 
lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.

(4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar 
lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di 
desa setempat.

(5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan 
kondisi sebagai berikut:
a. Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka 

harga pasar adalah harga yang ditawarkan Penyedia 
tersebut.

b. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka 
harga pasar adalah :

1) harga yang paling banyak ditemukan; atau

2) harga yang paling rendah jika tidak ada harga 
sebagaimana dimaksud pada angka 1).

(6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS yang dihitung 
dengan cara:
a. Menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3);

b. Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan

c. Memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang 
diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat 
yang memerlukan biaya angkut).

(7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada 
DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek 
belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu 
melakukan revisi RAB pada DPA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA 
yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan 
tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada 
Kepala Desa.

(9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan 
tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi 
struk, nota dan kuitansi.
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a (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk 
dilakukan Pengadaan.

BAB VIII 
PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu 
Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 19

(1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan 
Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh:
1) TPK; atau

2) TPK dengan melibatkan masyarakat.

(3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan antara 
lain sebagai berikut:
1) TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang 

menghasilkan catatan hasil pembahasan.

2) Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/ tenaga 
kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Narasumber dapat berasal  dari  masyarakat Desa 
setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/
kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau

b) Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat 
Desa setempat.

3) TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta 
dokumentasi kegiatan.

4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 
sarana/prasarana/ peralatan/ material/bahan yang tercatat/
dikuasai Desa.
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(4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan 
sarana/prasarana/peralatan/material/ bahan yang tercatat/
dikuasai Desa. Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan 
sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang  tidak 
dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan 
Barang/Jasa melalui Penyedia.

(5) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan 
kegiatan Swakelola meliputi:
1) kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau

2) penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan.

(6) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan 
evaluasi Swakelola.

(7) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana  dimaksud pada 
ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta 
TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 
pelaksanaan pekerjaan.

(8) Hasil  kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan 
melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, 
sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.

(9) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan 
pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya 
dilakukan di lokasi pekerjaan.

(10) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola 
meliputi:
1) Nama Kegiatan;

2) Nilai Pengadaan;

3) Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

4) Nama TPK;

5) Lokasi; dan

6) Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).REA
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a Bagian Kedua 
Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 20

(1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
a. Pembelian Langsung;

b. Permintaan Penawaran; dan

c. Lelang.

(2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun 

oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 
ayat (1).

b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka 
mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi 
kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.

c. Mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan 
mempertimbangkan prinsip Pengadaan.

(3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun 
dokumen Lelang.

(4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
mencantumkan antara lain;
a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan 

Kerja (KAK);

b. Daftar Kuantitas dan Harga;

c. spesifikasi teknis;

d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

e. waktu pelaksanaan pekerjaan);

f. persyaratan administrasi;

g. rancangan surat perjanjian; dan

h. nilai total HPS.

(5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan 
kebenaran usaha.
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(6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, 
traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan 
administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP).

Paragraf 1 
Pembelian Langsung

Pasal 21

(1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai 
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai 
berikut:
a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;

b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
Penyedia untuk memperoleh harga y a n g  l e b i h 
murah; dan

c. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas 
nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung 
dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka 
waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut- turut.

(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/
TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain 
di Desa setempat atau sekitar.

(5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan 
barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian 
Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2 
Permintaan Penawaran

Pasal 22

(1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan 
sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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a (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara 
sebagai berikut:
a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 

2 (dua) Penyedia.

b. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) 
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 
1 (satu) Penyedia tersebut.

c. Permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan teknis 
berupa:

1) Kerangka Acuan Kerja (KAK);

2) rincian barang/jasa;

3) volume;

4) spesifikasi teknis;

5) gambar rencana kerja (apabila diperlukan);

6) waktu pelaksanaan pekerjaan); dan

7) formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana 
dimaksud dalam dokumen lelang pada Pasal 20 ayat (4) 
dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;

e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi 
persyaratan teknis dan harga;

g. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka 
TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran 
terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;

h. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar 
dengan harga yang sama, maka TPK melakukan 
negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk 
memperoleh harga yang lebih murah;

i. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka 
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan 
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
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j. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana 
dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam 
Berita Acara Hasil Negosiasi;

k. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian 
atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana 
kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan

l. Dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) 
Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 
1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3 
Lelang

Pasal 23

(1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).

(2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
a. pengumuman Lelang;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;

c. pemasukan Dokumen Penawaran;

d. evaluasi penawaran;

e. Negosiasi; dan

f. penetapan pemenang.

(3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia 

menyampaikan penawaran tertulis.

b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah 
diakses oleh masyarakat, sekurang- kurangnya  di papan 
pengumuman desa. Pengumuman Pengadaan sekurang-
kurangnya berisi:

1) Nama paket pekerjaan;

2) nama TPK;

3) lokasi pekerjaan;
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a 4) ruang lingkup pekerjaan;

5) nilai total HPS;

6) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan

7) jadwal proses Lelang.

c. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat 
mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk 
mengikuti Lelang.

(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan 
dengan cara:
a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; 

dan

b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang 
mendaftar.

(5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan 
menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen 
administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada 
TPK.

(6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi 
dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 
dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
a. Apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, 

maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau

b. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang 
lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK 
melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap 
Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah 
yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

(8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki 
harga penawaran terendah.

REA
DIN

G C
OPY



 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa 247

P
em

bangunan D
esa dan P

engadaan B
arang dan Jasa D

esa

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara 
Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan 
Penyedia.

Paragraf 4 
Pengendalian

Pasal 24

(1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan 
yang tercantum dalam bukti transaksi.

(2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan 
dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan 
Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi 
pelaksanaan pekerjaan.

(3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang 
ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada 
Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga 
Bukti Transaksi

Pasal 25

(1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
a. bukti pembelian; dan

b. surat perjanjian.

(2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dapat berupa setruk, nota dan kuitansi.

(3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian 
Langsung atau Permintaan Penawaran.REA
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a Bagian Keempat 
Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

(1) Perubahan Surat Perjanjian dilakukan dalam hal:
a. terjadi keadaan kahar; atau

b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat 
pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/
KAK.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan 
pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi 
teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan surat 
perjanjian yang meliputi perubahan:
a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;

b. volume; dan/atau

c. jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan 
anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat 
perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.

(4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangan desa.

(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh 
Kepala Desa.

Bagian Kelima 
Pengumuman

Pasal 27

(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui 
Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh 
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman 
Desa.
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(2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui 
Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang 
meliputi:
a. Nama Kegiatan;

b. Nama Penyedia;

c. Nilai Pengadaan;

d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);

e. Lokasi; dan

f. Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal 
selesai).

BAB IX 
PEMBAyARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada 
penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai 
ketentuan perjanjian.

(2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), diberikan kepada penyedia Barang/Jasa 
setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara 
serah Terima Barang/Jasa.

BAB X 
KEADAAN KAHAR

Pasal 29

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi 
di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan 
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam 
Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
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a (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Pengadaan Barang/
Jasa di Desa meliputi:
a. bencana alam;

b. bencana sosial; dan/atau

c. kebakaran.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia Barang/Jasa 
memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada 
TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat …..(...) hari 
kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan 
salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh 
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang 
disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia 
Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan 
terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan 
kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam 
perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB  XI 
PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

(1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan 
Surat Perjanjian Kerja apabila:
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat 

kesalahan penyedia Barang/Jasa sudah melampaui …. 
hari kalender; dan

b. penyedia barang/jasa lalai/cedera janji dalam melaksanakan 
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam 
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
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(2) Apabila penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan Korupsi 
Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam 
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang 
berwenang.

BAB XII 
SANKSI

Pasal 31

(1) Penyedia  Barang/Jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti 
melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai 
berikut :
a. berusaha memengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak 

lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, 
baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi 
keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur 
yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kerja, 
dan/atau ketentuan peraturan perundang-udangan yang 
berlaku;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang/
Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran di 
luar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, 
sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/
atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau 
merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau 
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi 
persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengundurkan diri dari  pelaksanaan  Perjanjian Kerja 
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/
atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 
Surat Perjanjian Kerja.
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a (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan 
sanksi berupa:
a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

b. gugatan secara perdata; dan/atau

c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi 
yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi 
pembatalan sebagai calon pemenang.

(5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam 
proses Pengadaan Barang/Jasa, maka Kasi/Kaur/TPK 
dikenakan:
a. sanksi administrasi;

b. tuntutan ganti rugi; dan/atau

c. sanksi pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila 
terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan 
dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai 
Kasi/Kaur/TPK.

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/
Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf  b  
dan  huruf  c  dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.
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BAB XIII 
PENyELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

(1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam 
Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan 
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian 
perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin 
oleh Kepala Desa.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dan  (2) tidak tercapai, penyelesaian 
perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan 
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB  XIV 
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 33

(1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan

b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus 
persen).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai 
dengan dokumen pendukungnya.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani 

Berita Acara Serah Terima (BAST); atau

b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.

REA
DIN

G C
OPY



254 Kodifikasi Peraturan Desa: Pembangunan Desa dan Pengadaan Barang dan Jasa Desa

P
em

ba
ng

un
an

 D
es

a 
da

n 
P

en
ga

da
an

 B
ar

an
g 

da
n 

Ja
sa

 D
es

a (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan 
sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita 
acara penyerahan.

(5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan 
yang telah dilaksanakan.

(6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses 
oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengawasan.

BAB XV 
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN 

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

(1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat 
daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan Pengadaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah 
yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa (UKPBJ) di kabupaten/kota setempat.

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang 
membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 35

(1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati/
Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati/
Walikota melalui APIP.
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Pasal  36 

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI 
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak 
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII 
PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati/Walikota ini berlaku, Peraturan Bupati/
Walikota Nomor …. Tahun …. tentang Tata Cara Pengadaan 
Barang/Jasa di Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati/Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten/Kota ……….
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pada tanggal ……..

BUPATI/WALIKOTA,

................................

Diundangkan di ………

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH,

………………………………..

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA …….. TAHUN …….NOMOR……

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN 
PENGADAAN BARANG/JASA 
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd
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Tentang Penyusun

Dr. DADANG SUWANDA, SE,. MM,. M.Ak., 
Ak., CA. Memulai pekerjaan pada Direktorat 
Jenderal Pengawasan Keuangan Negara 
Departemen Keuangan pada Februari 1983, 
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat, 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan 
BPKP Pusat. Diperbantukan pada Inspektorat 
Jenderal Kementerian Dalam Negeri sejak 

Tahun 2005 sampai 2013 sebagai Auditor Ahli Madya serta 
berbagai jabatan struktural, yaitu Kepala Bagian Administrasi 
dan Tata Usaha Pengaduan, Kepala Bagian Umum, Kepala 
Bagian Evaluasi Laporan dan Hasil Pengawasan serta terakhir 
sebagai pejabat eselon IIa menjadi Inspektur Wilayah III. Pernah 
pula diperbantukan pada Yayasan Purna Bakti sebagai Staf 
Ahli dan Direktur Umum pada PT. Selaras Griya Adigunatama 
(pengelola Pasar Induk Tanah Tinggi Tangerang). Sejak tahun 
2007 sampai sekarang, pengajar/widyaiswara tidak tetap pada 
Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam 
Negeri. Sejak Agustus 2013 sampai sekarang sebagai Dosen 
Tetap di IPDN dengan spesifikasi pada Bidang Keuangan, Audit 
dan Akuntansi Pemerintah Daerah. Aktif sebagai pembicara dan 
narasumber pada acara pelatihan, seminar, dan workshop tingkat 
nasional dan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintah daerah. Tim penyusun modul di Deputi Pelayanan 
Publik Kementerian PAN RB pada tahun 2019. Sejak tahun 
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sa 2019 sampai sekarang menjadi Staf Ahli Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI).

Sejak tahun 2003 sampai sekarang sering menjadi saksi ahli 
di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi terkait tindak pidana 
korupsi (Tipikor) maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara 
(PTUN).

Buku-Buku yang Telah Dipublikasikan

No Judul Penerbit Tahun

1 Strategi Mendapatkan Opini WTP 
Laporan Keuangan Pemda PPM Jakarta 2013

2 Optimalisasi Pengelolaan Aset/Barang 
Milik Daerah PPM Jakarta 2013

3
Panduan Praktis Implementasi 
Penyelenggaraan SPIP Pemerintah 
Daerah 

PPM Jakarta 2013

4
Menyusun Standard Operating 
Procedurs Lembaga Pemerintah 
Berbasis SPIP

PPM Jakarta 2014

5 Dana Hibah dan Bantuan Sosial PPM Jakarta 2014

6 Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual 
Berpedoman pada SAP 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2014

7
Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah 
Daerah Berpedoman SAP Berbasis 
Akrual 

PPM Jakarta 2015

8 Bagan Akun Standar Sistem Akuntansi 
Aktual Pemerintah Daerah  

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Juni
2015

9 Factors Affecting Quality Of Local 
Government’s Financial Statements 

Lambert 
Academic 
Publishing 
Saabrucken 

Germany

Juli
2015

10 Dasar-Dasar Akuntansi Akrual 
Pemerintah Daerah 

PT Ghalia 
Indonesia

Maret
2016
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No Judul Penerbit Tahun

11 Penguatan Pengawasan DPRD untuk 
Pemerintahan Daerah yang Efektif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2016

12
Optimalisasi Fungsi Penganggaran 
DPRD dalam Penyusunan PERDA 
APBD

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2016

13 Peningkatan Fungsi DPRD dalam 
Penyusunan Perda yang Responsif 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2016

14
Peran Pengawasan DPRD Terhadap 
LKPJ dan LPP APBD/LKPD Audited 
Serta TLHP BPK

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2017

15 Panduan Penerapan Reviu Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2017

16 Panduan Penerapan Kebijakan 
Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah

Penerbit 
Ghalia Bogor 2017

17 Reviu Rencana Kerja Anggaran 
Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2018

18

Manajemen Risiko Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagai Upaya 
Peningkatan Transparasi dan 
Akuntabilitas Publik

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Mei
2019

19 Good Governance Pengelolaan 
Keuangan Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2019

20
Manual Aplikasi Sistem Informasi 
Keuangan Daerah Berbasis Akrual 
(e-KEUDA)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2019

21 Forum Konsultasi Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020
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22 Sistem Informasi Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2020

23 Dasar-Dasar Akuntansi Pemerintah 
Daerah Berbasis Akrual

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Februari
2020

24 Teknis Penyusunan Komponen 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Maret
2020

25
Panduan Penyusunan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Putra Galuh 
Publisher

Agustus
2020

26
Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(LPPD)

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

September
2020

27 Panduan Teknik Aplikasi Sistem 
Informasi Barang E-KEUDA

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Desember
2020

28
Mal Pelayanan Publik Percepatan 
peningkatan Kualitas Inovasi Layanan 
Masyarakat 

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Januari
2021

29 Penyusunan Standar Pelayanan Publik
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Pebruari 
2021

30 Reviu RPJMD dan Restra SKPD
PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

Agustus
2021

31
Kodifikasi Peraturan Desa: 
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 
Kewenangan Desa

PT Remaja 
Rosdakarya 

Bandung

November
2021REA
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Publikasi Jurnal Internasional yang Ditulis

No Judul Issue Publisher Index Website

1 Factors Affecting 
Quality of Local 
Government 
Financial 
Statement To 
Get Unqualified 
Opinion (WTP) of 
Audit Board of 
the Republic of 
Indonesia (BPK)

Volume 
6 No 4 
Tahun 
2015

Jurnal The 
International 
Institute 
of Science, 
Technology 
and 
Education 
(IISTE)

OJS

https://www.
iiste.
org/Journals/
index. php/
RJFA/ article/
view/19978

2 Regional 
Performance 
Allowances 
Instrument 
Improving 
Performance 
of Government 
Employees 

Volume 
7, Issue 
4, April 
2019

International 
Jounal of 
Economics, 
Commerce 
and 
Management 
(IJECM), 
United 
Kingdom

OJS

http://ijecm.
co.uk/
volume-vii-
issue-4/

3 Integrated Career 
Pattern Hope of 
Bureaucration In 
The Future 

Volume 
8, Issue 
05 May 
2019 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr.org/paper-
references.
php?ref=IJSTR-
0419-20153

4 The Effect 
of Sectoral 
Economic On 
Employment 
Absorption and 
Poverty Level 
In The West 
Nusatenggara 
Province 

Volume 
9, Issue 
01,  
Januari 
2020 

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
0120-27987

5 Recruitment of 
Prospective Civil 
Servants Towards 
World Class 
Bureaucracy In 
Indonesia  

Volume 
9, Issue 
01 May 
2020

International 
Journal of 
Scientific & 
Technology 
Research 
(IJSTR)

Terindeks 
Scopus

http://www.
ijstr. org/
paper-
references.
php?ref=IJSTR- 
1219-26368

6 Idea Formats 
for Selection 
Regional Heads 
in The Future 
as a Democracy 
setherment 
Requitment in 
Indonesia 

Volume 
10, 
Juni 
2020

International 
Journal of 
Scientic and 
Research 
publication OJS

http://www.
ijsrp. org/
research-
paper- 0620.
php?rp=
P10210 090 
#citationREA
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sa 7 The Fiscal 
Capacity of The 
Autonomous 
Region (DOB) 
In Increasing 
Economic 
Growth and 
Eradication of 
The Poor 

Volume 
12, 
Nomor 
1, Mei 
2020 

Jurnal 
Bina Praja 
Research and 
Development 
Agency 
Minister of 
Home Affairs 
Republic of 
Indonesia

Sinta 2

http://jurnal. 
kemendagri.
go.id/index.
php/ jbp/
article/
view/681

8 Decentralization 
of Fiscall 
Asymmetric 
for Community 
Well Being: 
Evidence From 
Aceh Propince, 
Indonesia 

Volume 
12, 
Issue 
No 06, 
2020

Journal of 
Advanced 
Research in 
Dynamical 
and Control 
Systems

Terindeks 
Scopus

https://www.
jardcs. org/
abstract.
php?id =5933

9 Risk 
Management 
Solution in Local 
Government 
Financial 
Management 

Volume 
27 
No 3 
Tahun 
2020 

Ayer Journal

Scopus 
Q1

http://
ayerjournal. 
com/index.
php/ayer/ 
article/
view/116

10 Regional 
Government 
Management 
Control in The 
Implementation 
of Risk 
Governance 

Volume 
12 No 
3 tahun 
2020 

Oceanide 
Jounal

Scopus 
Q3

http://
oceanidenetne.
net/indek.
php/o/article/
view/68

11 Performance 
Model of 
Auditors and 
Supervisors in 
the Inspectorates 
Government 
Indonesia 

Volume 
13 
Issue 3 
tahun 
2020 

Solid State 
Technology

Scopus 
Q4

http://www. 
scimagojr.
com/
journalsearch/
php?q=2720& 
tip= 
sid&clean=0

12 Human Resource 
Development 
in Local 
Governments: 
Inscreased 
Transparency 
and Public 
Accountability

Volume 
8 No 1 
tahun 
2021 

Jurnal 
of Asian 
Finance, 
Economics 
and Business

Scopus 
Q2

www.
koreascience.
or.kr/article/
JAKO2021005 
69475376.
view?orgId= 
kodisa

13 The 
Implementation 
of Performance-
Based Budgeting 
Through A 
money Follow 
Program in 
Impressing 
Budget 
Corruption

Volume 
21 No 
2 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi

Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1576REA
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14 Kepemimpinan 
dalam 
Peningkatan 
Kualitas 
Pelayanan Publik 
di Daerah

Volume 
21 No 
3 tahun 
2021

Jurnal Ilmiah 
Universitas 
Batanghari 
Jambi Sinta 4

http://
ji.unbari.ac.id/
index.php/
ilmiah/article/
view/1751

Publikasi Prosiding yang Ditulis

No Judul

1 The effect of asset management to increase the local government 
financial reports (2015, Universiti Selangor Malaysia).

2

Fiscal reform (taxation) on local government and the new 
administrative duties (2015, 1st APG/Asian Public government 
forum on local finance management – OECD/the Organization 
for Economic Co-operation and Development.

Publikasi Artikel Nasional
No Judul

1 Strategi Pemda meraih opini WTP, Majalah Triwulanan Edisi 
Khusus HUT ke 30 Warta Pengawasan BPKP, Maret 2014

2
Reformasi Fiskal (Perpajakan) Pada Pemerintah Daerah Dan 
Tugas Administrasi Yang Baru, Jurnal Ekonomi dan Keuangan 
Publik, IPDN. Juni 2015

3
Mewujudkan Tujuan Desentralisasi, Media online Amunisi News. 
http://amunisinews.com. Oktober 2017

4
Dari Buku hingga Asas Desentralisasi, Media online Amunisi 
News. http://amunisinews.com. Oktober 2017

5
Konseptor Administrasi Pemerintah Daerah, Media online Harnas 
News. http://harnasnews.com. Oktober 2017

6
Menilik Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, 
deteksi online, http://deteksionline.com, November 2017.

7
Problematika Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Desa, Media 
online Harnas News. http://harnasnews.com. Desember 2017REA
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